BUPATI JENEPONTO
FPROVINSG] SULAWESI SELATAN

FERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEFPONTO

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang

2

TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Jeneponto dengan memanfaatkan ruang wilayah secara
berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang,
dan  berkelanjutan dalam rangka  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan,
perlu disusun rencana tata ruang,

bahwa dalam rangka ~mewujudkan  lketerpaduan
pembangunan antar scktor, daerah, dan masvarakat, maka
rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi
investasi pembangunan vang dilaksanakan pemerintah,
masyarakat, dan fatau dunia usaha;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 0]
Tahun 2012 tentang Rencana Tata ERuang Wilayah
Kabupaten Jeneponte Tahun 2012-2031 sudah tidak
seslal dengan kebutuhan dan perkembangan
pembangunan wilayah Kabupaten Jeneponto;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 berdasarkan hasil
peninjauan kembali perlu dilakukan perubahan;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah
Momor 21 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Penataan
Ruang, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata
Fuang Wilavah Kabupaten Jeneponto;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huraf a, huruf b, huruf ¢, huraf d, dan huruf e,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Eencana Tata
Fuang Wilavah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042,
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Mengingat

1.

Undang-Undang MNomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 1822);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Momor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
[Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 6574);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Momor 11 Tahun 2020 temtang Cipta Kerja [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor
B574];

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional |[Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Nomor 4833 scbagasimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momaor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Pepataan Ruang
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5160);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 6633).
Peraturan Presiden MNomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024;

Peraturan Daerah Provinst Sulawest Selatan Nomaor 10
Tahun 2008 tentang FRencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
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10.

11.

12.

Provinsi Sulawesai Seclatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
tentang FHencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Buang Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Provinst Sulawesi Selatan Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Momor 249);
Peraturan Daerah Provinm Sulawes Selatan Momor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah Provina Sulawesi Selatan Tahun 2018 = 2023
[Lembaran Daerah Provinal Sulawesi Selatan Tahun 2019
Momor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 301) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomaor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018 - 2023 |[Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021 Nomeor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 314);

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomer 131];

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tehun 2018-2023 [Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283 sebagaimana telah
diubsh dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto
Nomor & Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto
Tahun 2021 Nomor 313).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Menetapkan

Dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH RABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2022-2042,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini vang dimaksud dengan:

1.
4,
3.

Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto,

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh walil
presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Dasar Negara Eepublik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan aleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat dasrah menurut asas otonomi dan tugss pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
pringip Negara Kesatuan PRFepublik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah sebagai unsur
penvelenggara  Pemerintahan Daerah vyang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah otonom.,

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.

FEencana Tata Huang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya
dizebut ETEW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata
ruang yang bersifat umum dar wilayah kabupaten, yang
mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana
tata ruang pulau/kepulsuan, rencana tata rusng strategls
nasional, dan rencana tata ruang provinsi.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi acbagal satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18,

19.

20.

21.

melakukan  kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnva.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.

Wilayah adalah ruang vang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait vang batas dan sistemnva
ditentukan berdasarkan aspek administratil dan/atau aspek
fungsional.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusal permukiman
dan sistemn jaringan prasarana dan sarana vang berfungsi
schagai pendulkung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hirarios memilika hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilavah vang meliputi peruntukan ruang untuk fangsi
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiavaantiva.

Pengendalian pemanfaatan mang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang sesual dengan rencana tata
ruang vang telah ditetapkan.

Sistemn  perkotaan adalah  susunan kawasan-kawasan
perkotaan sebagal pusat kegatan i dalam wilayvah kabupaten
yvang menunjukkan keterkaitan saal ini mMaupun rencana
yang membentuk hirarkd pelayanan dengan cakupan dan
dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Pusat Kegiatan Wilayah vang selanjutnya disebut PEKW adalah
kawasan perkotaan vang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Pusat Pelayanan Kawasan vang selanjutnya disebut PPE
adalah kawasan perkotaan vang berfungsi untuk melayani
kematan skala Kecamatan atau beberapa desa.

Puzat Pelavanan Lingkungan vang selanjutnyva disebut FPL
merupakan pusat permukiman vang berfungsi untuk
melavani kegiatan skala antar desa.

Koefisien Dasar Bangunan vang selanjutnya disebut KDB
adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar
bangunan gedung dengan luas persil/kavling. RDBE
maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat
pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis
penggunaan lahan.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB
adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai
bangunan gedung dan luas persil { kavling.
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22,

23.

24,

a5.

26.

av.

28,

29,

S0,

31.

32.

Koefisisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah
koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan
gedung dan luas persil/kavlhing.

Sistem  jaringan transportasi  adalah giglemn  vang
memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelavanan
transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten
serta keterkaitannyva dengan jaringan transportasi yang lebih
makra,

Kawasan adalah wilayah yvang memiliki fungsi utama lindung
atau budidava.

Kawasan lindung adalah wilavah vang ditetapkan dengan
fungai utama melindung kelestarian ingkungan hidup yvang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Kawasan budidava adalah wilayah vang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan.

Kawasan Strategis adalah wilayah yvang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten
terhadap ekonomi, sosial, budava, lingkungan, serta
pendavagunaan sumber daya alam dan teknologi tingg.
Kawasan Strategis Kabupaten yvang selanjutnya disingkat KSK
adalah wilayvah wyang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyal pengarubh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budayva, dan)atau
lingkungan.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan wvang
memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan
kepada kawasan seldtarmya maupun bawahannya sebagmi
pengatur tata air, pencegahan banjir dan  eros  seria
pemelinaraan kesuburan tanah,

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung
vang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar
danau fwaduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung
gpiritual dan kearifan lokal,

Kawasan kenservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya
dengan fungsi utamsa mern jamin kesinambungan,
ketersediaan, dan kelestanan sumberdaya alam ataupun
sumber daya buatan denpan tetap memelihara, serta
meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
Kawasan Cagar budava adalah Kawasan warisan budaya
bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan
cagar budaya, strulktur cagar budava, situs cagar budayva, dan
kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu
dilestarikan keberadaannya karena memilikd nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan.
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33.

34.

35.

J6.

37.

J8.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

Kawasan ckosistemn mangrove adalah wilayah pesisir laut
yvang merupakan habitat alami hutan bakau [mangrove], vang
berfungai memberikan perlindungan kepada perikehidupan
pantai dan lautan,

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan vang
dibudidavakan dengan tujuan diambil hasil hutannyva baik
hasil hutan kayu maupun non kayu.

Kawasan tanaman pangan adalah wilayah budidaya pertanian
terutama pada wilayvah perdesaan vang memiliki hamparan
lahan pertanian pangan serta unsur penunjangnya dengan
fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan
kedaulatan pangan nasional.

Kawasan perkebunan adalah lahan yang digpunakan bagi
tanaman perkebunan tahunan vang menghasilkan bahan
pangan dan bahan baku industri.

Kawazan hortikultura adalah lahan yvang digunakan bagi
tanaman hortikultura baik tahunan maupun musiman yang
menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri,
Kawasan peruntukan pertambangan vang selanjutnya
dizsingkat KPP adalah wilayah yang memiliki sumberdaya
bahan galian yang berwujud padat, car, dan gas vang
berdasarkan peta atau data geologi dan tempat melaksanalkan
seluruh  tahapan kegiatan pertambangan vang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, operasi-produksi, dan pasca
tambang baik di wilayvah darat maupun perairan serta tidak
dibatasi oleh wilavah administrasi.

Kawasan perikanan adalah kawasan wvang diperuntukan
untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolasan dan
pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.

Kawasan pergaraman adalah kawasan vang berkaitan dengan
praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan
pengolahan garam,

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yvang
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana
tata ruang wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Kawasan permukiman adalah bagian dar lingkungan hidup
di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau linglungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Wilayah sungal vang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan
wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lehih
daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil vyang
luasnya kurang dar atau sama dengan 2.000 km.

Daerah aliran sungal selanjutnya disebut DAS adalah suatu
wilayah daratan wyang merupakan satu kesatuan dengan
sungai dan anak-anak sungainya, vang berfungsi
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45.

46,

47,

48,

49,

al.

menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal
dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, vang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di
laut sampai dengan daerah perairan vang masih terpengaruh
aktivitas daratan.

Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan
yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang
meliputi  pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan
PENEAWASAN pEnatasan ruang.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upayva pencapaian
tujuan penataan ruang melalul pelaksanaan perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
TuAng.

Ketentuan umum zonas! sistemn kabupaten adalah ketentuan
umum yvang mengatur pemanfaatan ruang/penataan
kabupaten dan wunsur-unsur pengendalian pemanfaatan
ruang VAN disusun untuk setiap klasifikasi
peruntukan /fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
Peran masvarakat adalah partisipasi aktif masvarakat dalam
perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah  kabupaten  sesuali  kewenangannya
yang harus dipenuhi cleh setiap pihak sebelum pemanfaatan
ruang, vang digunakan sebagm alat dalam melaksanakan
pembangunan keruangan vang tertib sesual dengan rencana
tata ruang telah disusun dan ditetapkan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
dizsingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi
siapa saja vang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang
yvang tidak sesuai dengan rencana tata ruang vang berlaku,
Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau
upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan
kegiatan vang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga
perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau
mengurang kegiatan yvang tidak sejalan dengan rencana tata
TuAang.

Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum
non pemerintahan vang mewakili kepentingan  individu,
selctor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat
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(1)

i2)

i3

dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan
dalam Penvelenggaraan Penataan Ruang.

BABTI

EUANG LINGKUF PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Administrasi
Pasal 2

Wilayah perencanaan RTEW Kabupaten meliputi seluruh

wilayvah administrasi Kabupaten vang terdir atas 11 (sebelas

Kecamatan, 31 [tga puluh satu] kelurahan dan 82 (delapan

puluh dua) desa, meliputi:

a. Kecamatan Bangkala;

Kecamatan Banghkala Barat;

Kecamatan Tamalatea,

Kecamatan Bontoramba;

Kecamatan Binamu;

Kecamatan Turatea;

Kecamatan Batang

Kecamatan Arungkeke;

Kecamatan Tarowang;

Kecamatan Kelara; dan

. Kecamatan Eumbia.

Wilayvah perencanaan Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berada pada koordinat 5* 23712% - 5% 42'1,2"°

Lintang Selatan (L3} dan 119° 29" 127 - 119° 56" 44,9 Bujur

Timur (BT) dengan luasan kurang lebih 79.593 (tujuh puluh

sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga) Ha; dan

Batas-batas wilavah perencanaan  sebapgaimana vang

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan
Kabupaten Takalar;

b. =ebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng,

c. scbelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar.

ForFEme an o

Bagian Kedua
Lingkup Materi
Pasal 3

Lingkup substansai dari RTRW Kabupaten terdiri atas:

pong

tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;

rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

rencana pola ruang wilayah kabupaten;

kawasan strategis wilayah kabupaten;

arahan pemanfaatan ruang wilavah kabupaten; dan
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= 10 -

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten,

BAB 111
TUJUAN, KEBLJAKAN, DAN STRATEGI
PEMATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten
Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jeneponto yaitu
mewujudkan Kabupaten Jeneponto sebagai pusat pertumbuhan
vang nyaman, produktif dan berdaya saing melalui
pengembangan energi terbarukan, agropolitan, minapolitan dan
pariwisata vang berbasis mitigasi bencana.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 5

Rebijakan penataan ruang Kabupaten Jeneponto terdiri atas:

a.

b.

(1

pengembangan sistem permulkiman dan infrastruktur yang
bersinergm dengan sistem perkotaan dan kawasan strategs,
pengembangan energl terbarukan sebagan alternatif dalam
pemenuhan kebutuhan energi;

pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan
dengan konsep agropaolitan dan minapaolitan;

pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi untuk
meminimalkan dampak pencemaran lingkungan;
pengembangan kawasan pariwisata yvang bersinergi dengan
kegiatan pertanian dan industri;

pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung
sesual dengan daya dubung  hngkungan  untuk
meminimalkan dampak resiko bencana,

penitngkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan negara;

penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten
dari sudut kepentingan ekonomi sosial budaya, fungsi dan
dava dukung ingkungan hidup.

Bagan Ketiga
Strateg Penataan Euang
Pasal &

Strateg pengembangan sistem permukiman dan infrastruktur
yang bersinergi dengan sistem perkotsan dan kawasan

e
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strategis schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,

meliputi:

a. mengembangkan sistem  perkotaan vang ternintegrasi
dengan pusat pengembangan kegiatan  pertanian,
perikanan, industri dan pariwisata;

b. mengarahkan perkembangan kKawasan permukliman
gesual  dengan daya dukung dan dayva tampung
lingkungan;

¢. meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan [asilitas
ekonomi dan sosial sesual dengan lingkup pelavanan
seliap kawasan perkotaan;

d. meningkatkan pelavanan jaringan transportasi, air bersh,
drainase, energi, persampahan, limbah, dan
telekomumikasi secara terpadu;

e. mendorong pengembangan kawasan strategis agropolitan,
agrowisata, agro-minapolitan, pariwisata bahari, industri,
sosial budaya, teknologi tingg dan lingkungan hidup
dengan menvediakan infrastrukiur vang terpadu dan
scauai dengan karakteristik kawasan.

Strategi Pengembangan energ terbarukan sebagai alternatif

dalam pemenuhan kebutuhan energi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a, mendorong pengembangan dan pemanfaatan  energ
terbarukan vang telah ada;

b. melakukan kajian inventarisasi potensi energl baru
terbbarukan untuk meningkatkan investasi dan usaha
perluasan energl terbarukan;

c. mendorong pengembangan desa mandinn energl dengan
pemanfaatan potensi energi terbarukan yang ada di
sekitarnva; dan

d. meningkatkan koordinasi untuk pemenuhan kebutuhan
energi bagi masyarakat dan industri melalui energi
terbarukan,

Strategi  pengembangan sentra produksi  pertanian dan

perikanan dengan konsep agropolitan dan  minapolitan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, meliputi:

a. meningkatkan produktivitas komoditas unggulan
pertanian dan perikanan,

b. mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian dan
pangan berkelanjutan; dan

. mengembangkan ketersediaan SArana produksi,
pengolahan, dan pemasaran produk pertanian dan
perikanan.

Stratem pengembangan kepiatan industin secara teraglomeras

untuk meminimalkan dampak pencemaran  lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

a. menyediakan ruang untuk kawasan peruntukan industri
vang memadai;

e
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b. mendorong investasi pembangunan industri di dalam
kawasan perunfukan industri;

c. mendorong penyediaan/ pemanfaatan fasilitas dan utilitas
pendukung bersama kegiatan industri;

d. mendorong industri berorientasi | ekspor  melalui
kemudahan pemberian kkpr dan insentif;

. penguatan sumber dava manusia untuk mendukung
penyvediaan tenaga kerja vang sesuai dengan kebutuhan
perkembangan teknologi;

f. penpuatan sumberdaya manusa untuk mendukung
penvediaan tenaga kerja vang sesual dengan kebutubhan
perkembangan teknologi; dan

g. menyediakan fasilitas pengolahan limbah terpadu di
dalam Kawasan peruntukan industri.

Strateg pengembangan kawasan parrwizata yang bersinergl

dengan kegiatan pertanian dan industri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a. mengembangkan kawasan wisata agro di bagian utara
wilayah kabupaten;

b. mengembangkan wisata bahari yang terintegrasi dengan
kawasan minapolitan;

¢. mengembangkan wisata edukasi di kawasan perkotaan;
dan

d. membangun etalase hasil produks pertanian, perkanan
dan industri hasil elahannya di kawasan wisata,

Strateg pemantapan pelestanan dan perlindungan kawasan

lindung sesuai dengan dava dukung lingkungan untuk

meminimalkan dampak resiko  bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

a. memantapkan perlindungan kawasan indung;

b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di
kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;

c. meningkatan pengelolaan limbah industri dan domestic
dengan prinsip mandiri dan berkelanjutan; dan

d. meningkatkan ketertiban penataan penggunaan lahan di
gsekitar garis sempadan sungai dan pantai,

Strateg peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan

keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf g, meliputi:

a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan
budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan
dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di
dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga
fungai pertahanan dan keamanan; dan

c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan

dan keamanan negara.

e
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Strategl penctapan dan pengembangan kawasan strategis

kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sosial budava,

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:

a, menata dan mengembangkan |kawasan — strategis
kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;

b. menata dan mengembangkan |kawasan — strategis
kabupaten dari sudut kepentingan sosial budava; dan

c. menata dan mengembangkan |kawasan  sirategis
kabupaten dan sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung ingkungan hidup.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagan Kesatu

Umum
Pasal T

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi

sistem pusat permukiman,

sislem jaringan (ransportas;

sistem jaringan energ;

sistem jaringan telekomunikasi;

sistem jaringan sumber dayva air; dan

sistem jaringan prasarana lainnyva,

Ecrlcana struktur ruang wilayah scbagmimana dimaksud
pada ayat (1] dipambarkan dalam peta dengan tngkat
ketelittan  1:530.000 (satu banding hma puluh nbu} vang
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.

SRS

Bagian Kedua
Sistemn Pusat Permukiman
Pasal B

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 7 avat (1] huruf a, terdiri atas:

a, pusat Kegiatan Wilayah;

b. pusat Pelayanan Kawasan, dan

c. pusat Pelayanan Lingkungan.

PEW sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf a
merupakan kawasan perkotaan Bontosunggu di Kecamatan
Binamu wang secara administratif mencakup wilayah
schagian Kelurahan Pabiringa (vang berbatasan dengan
Monro-Monra), sebagian Kelurahan Panaikang (vang
berbatasan Monro-Monro, Balang, dan Balang Toa,
Pabirnnga|, Kelurahan Monro-Monro, Kelurahan Sidenre,
sebagian Kelurahan Empoang 3Selatan (yvang berbatasan
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dengan Empoang dan Sidenre|, HKelurahan Empoang,

kelurahan Balang Tea, Kelurahan Balang, sebagian

Kelurahan Balang Beru (sebagian yang berbatasan dengan

Kelurahan Balang dan Panaikang], dan sebagian Kelurahan

Empoang Utara (yang berbatasan dengan Empoang dan

Empoang Selatan).

PPK sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf b, terdiri

atas:

a. Kawasan Perkotaan Tanetea di Kecamatan Tamalatea.

b. Kawasan Perkotaan Allu di Kecamatan Bangkala.

. Kawasan Perkotaan Togo-Togo di Kecamatan Batang,

d. Kawasan Perkotaan Bumbia di Kecamatan Eumbaa.

PPL scbagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf ¢, terdiri dari:

a. kawasan Perkotaan Bulu Jaya di Kecamatan Bangkala
Barat.

b. kawasan Perkotaan Bontoramba di  Kecamatan

Bontoramba.

kawasan Perkotaan Paitana di Kecamatan Turatea,

kawasan Perkotaan Tamanroya di Kecamatan Arunghkekoe.

kawasan Perkotaan Tarowang di Kecamatan Tarowang,

kawasan Perkotaan Tolo di Kecamatan Kelara,

kawasan perkotaan Mallasoro di Kecamatan Bangkala.,

Rencana sistern pusat permukiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1] digambarkan dalam peta yang tercantum dalam

Lampiran 1l vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

m e AN

Bagan Ketiga
Sigtem Jaringan Transportas
Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a, sistem jaringan jalan;

b. =sistem sistern  jaringan sungai, danau, dan
penveberangan; dan

€. =sistem jaringan transportasi laut,

Eencana sistem jaringan transporiasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistemn Jaringan Jalan
Pasal 10

Sistem jaringan jalan schagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
a, terdiri atas;
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jalan umum;
terminal penumpang,
terminal barang; dan
jembatan timbang;

Pasal 11

Jalan umum vang terdapat dalam wilayah kabupaten

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terdiri atas:

a. jalan kolektor;

b. jalan lokal; dan

c. jJalan lingkungan.

Jalan Kolektor sehagaimana dimaksud pada avat (1] huruf a

berupa jalan kolektor primer vang terdin darn:

a. ruas Jalan Batas Kab. Takalar/Batas Kah. Jeneponto-

Batas Kota Jeneponto 33,86 km;

ruas Jalan Lanto Dg. Pasewang sepanjang 4,41 km;

ruas Jalan Pahlawan sepanjang 2,70 km;

ruas Jalan Jalan Pelita sepanjang 1,14 km; dan

ruas Jalan Batas Kota Jeneponto - Batas Kab.

Jenepontof Batas Kab. Bantaeng sepanjang 20.07 km.

ruas Jalan batas Kab. (Gowa/Batas Kab. Jeneponto-Boro

sepanjang 0,46 km;

g ruas Jalan Boroa - Batas Kab. Jeneponto/Batas
Kab.Bantaeng sepanjang 6,67 km; dan

h. ruas Jalan Boro = Jeneponto sepanjang 33,83 km.

i. jalan kelektor primer lainnva,

Fincian jalan kolektor primer eksisting lainnya sebagm mana

dimaksud pada ayat (1] huruf i tercantum dalam Lampiran

1.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan daerah ini;

Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf b

berupa jalan lokal primer tercantum dalam Lampiran [11.2

vang merupakan bagian tidak terpizahkan dari peraturan

daerah ini;

Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ berupa jalan lingkungan primer tercantum dalam Lampiran

M.2 vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

L = L -

!

Pasal 12

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b, terdiri atas:

a. terminal penumpang tipe B; dan

b. terminal penumpang tipe C
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{2) Terminal penumpang tipe B seperti vang dimaksud pada ayat
(1] huruf a vaitu terminal penumpang Karisa yang berlokasi
di Kecamatan Binamu,
(3] Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. rencana terminal penumpang tipe C Bangkala di
Kecamatan Bangkala,
b. rencana terminal penumpang tipe C Batang di Kecamatan
Batang,
c. rencana terminal penumpang tpe © 2 Rumbia di
Kecamatan Eumbia,
d. rencana terminal penumpang tipe € Bontoramba di
kecamatan Bontoramba.

Pasal 13

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢
terdiri atas:

a.  rencana terminal barang Binamu di Kecamatan Binamu;

b. rencana terminal barang Batang di Kecamatan Batang, dan

c. rencana terminal barang Tarowang di Kecamatan Tarowang.

Pasal 14

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurufl d
meliputi Jembatan Timbang Tonrokassi di Kecamatan Tamalatea.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
FPasal 15

Sistem Janngan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran
umum dan perlintasan, yvang terdiri atas:
a. lintas penyveberangan antarprovingsi vang vaitu alur pelayaran
Bangkala-Surabava; dan
b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provins
yang vaitu alur pelavaran Batang-Ujung Bulu di Kabupaten
Bulukumba; dan
¢, lintas penyeberangan dalam kabupaten meliputi
1. alur Pelayaran Bangkala-Binamu; dan
2. alur pelayaran Binamu-Batang:

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
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Pasal 16

Sistem jaringan transportasi laut scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1] huruf ¢, merupakan Pelabuhan laut yvang terdiri
atas:
a. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Jeneponto/Bungeng
di Kecamatan Batang,
b, pelabuhan pengumpan lokal, vang terdiri dari:
1. pelabuhan Ujung Petang di Kecamatan Arungkeke,
2. rencana Pelabuhan Tarowang di Kecamatan Tarowang.
c. terminal khusus vang merupakan pelabuban energl, minvak,
dan gas Bangkala di Kecamatan Bangkala.
d. pelabuhan perikanan wyaitu pangkalan pendaratan ikan

Tanrusampe di Kecamatan Binamu.

Bagian keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 17

(1] Jaringan infrastruktur |ketenagalistrikan  sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat |1) huruf ¢, terdiri atas:

a  infrastrukiur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung; dan

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan
sarana pendukung.

(2] Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendubung sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf a
meliputi:

a. pembangkit Listrik Tenaga Uap yvang terdiri dari;
1] PLTU Jeneponto-1 dengan kapasitas 2x125 MW,
2] PLTU Jeneponto-2 dengan kapasitas 2x135 MW;
3] PLTU Punagaya dengan kapasitas 2x100 MW; dan
b. pembangkit Listrik Tenaga Bayu vaitu FLTE Tola-1
dengan kapasitas 72 MW:; dan

(3] Jaringan infrastrukiur penvaluran tenaga listrik dan sarana
pendukungnyva sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf b,
mehiputi:

a. jaringan transtusi tenaga listrik antarsistem yvang tendiri
dari;

1) saluran Udara Tegangan Tinggl &I Tallasa-(l

Jeneponto dengan tegangan 150 KV;

4] saluran Udara Tegangan Tingg;l Gl Jeneponto-Gl
Bantarng dengan tegangan 150 KV; dan;

3) saluran Udara Tegangan Tingg GI Punagayva-Incomer

dengan tegangan 150 KV,
b. jaringan distribu=mi tenaga lisink yang terdiri dari;
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1] saluran Udara Tegangan Menengah yang terscbar di
seluruh  wilayah kabupaten Jeneponto dengan
tegangan 6 KV-20 KV; dan

2] saluran Udara Tegangan Rendah vang tersebar di
seluruh  wilavah Kabupaten Jeneponto dengan
tegangan 40 V-1000 W,

. Gardu listrik vang terdiri dari:

1] gardu listrik Punagayya dengan kapasitas 30 MVA;

2] gardu listrik Jeneponto dengan kapasitas 50 MVA; dan

3] rencana Gardu lbistnik Punepayva dengan kapasitas
250 MVA,

FEencana sistem jarngan energl sebhagaimana dimaksud pada
ayat (1] digambarkan dalam peta yvang tercantum dalam
Lampiran [V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikaai
Pasal 18

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas;

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak.

Jaringan tetap scbagaimana yvang dimaksud pada avat (1]

hurul a meliputi;

a. jaringan serat optik yang melintas: Kecamatan Bangkala
Barat, Bangkala, Tamalatea, Binamu, Arungkeke, Batang,
Tarowang; dan

b. infrastruktur jaringan tetap berupa Sentral Telepon
Otomat Jeneponto.

Jaringan bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam avat

(1) huruf b, waitu jaringan bergerak seluler menara

telekomunikasi pendukung Base Transceiver Station (BTS)

vang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto,

Eencana sistem  jaringan  telekomunikasi  sebagaimana

dimaksud pada avat (1] digambarkan dalam peta vang

tercantum dalam Lampiran V vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bapian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 19

Sistem jaringan sumber daya air sehagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 avat (1) huruf e, yaitu prasarana sumber daya
air yang terdiri atas;
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a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem pengendalian banjir; dan

. bangunan sumber daya air.

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari:

. jaringan irigasi primer;

b. jaringan irigasi sekunder; dan

. jaringan irigasi tersier.

Jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder

scbapaimana dimaksud pada ayat (2] tercantum dalam

lampiran V1l vang merupakan bagian tidak terpisahkan darm

peraturan daerah ini.

Sistemm Pengendalian banjir sebagaimana dimakasud pada

ayat (1) huruf b merupakan bangunan pengendalian banjir.

Bangunan sumber daya air schagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, terdiri dari waduk dan embung.

Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5] vaitu waduk

Kelara-Karalloe di Kecamatan Kelara.

Embung sebagaimana dimaksud pada avat (3], meliput;

a. embung Allu yang berada dalam wilavah administrasi
Kecamatan Bangkala;

b. embung Tabuakkang dalam wilayah administrasi
Kecamatan Bontoramba;

c. embung Maero dalam wilayah admimistrasi Kecamatan
Bontoramba;

d. embung Pattiro dalam wilayah administrasi Kecamatan
Bangkala Barat;

e. embung Kapita dalam wilayah administrasi Kecamatan
Banglkala;

f. embung Gunung Silanu dalam wilayah administras
Kecamatan Banghkala;

g embung Bulodoang dalam wilayah administrasi ke
Kecamatan Banghkala Barat;

h. embung Bira - Bira dalam wilayah administrasi
Kecamatan Bangkala;

i. embung Kawari dalam wilayah adminisirasi Kecamatan
Bontoramba; dan

j- embung Batujala dalam wilayah administrasi Kecamatan
Bontorambsa,

FEencana sistem jaringan sumber dava air sebagsimana

dimaksud pada ayat (1] digambarkan dalam peta vang

tercantum dalam Lampiran V] yvang merupakan bagian tidak

terpizahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prazarana Lainnya
Pasal 20

Sistemn jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf §, terdiri atas:
a. sistemn Penyediaan Air Minum ;
b. sistem Pengelolaan Air Limbah;
¢. sistem Jaringan Persampahan; dan
d. sistem Jaringan Evakuasi Bencana.
Sistermn penvediaan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka menjamin
kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi
pendudulk dan  kegiatan ekonomi  serta  meningkatkan
efisiensi dan cakupan pelayanan yang termasuk dalam
Sistem penvyediaan air minum yang terdini dari;
a. jaringan Perpipaan terdiri dari:
1. wunit air baku yang terdiri dari:
a) intake Bontojal di Kecamatan Tamalatea;
bl intake Bovong di Kecamatan Tamalatea;
| intake Kalakkara di Kecamatan Binamu;
d] intake Kapita di Kecamatan Bangkala;
€ intake Muncu-muncu di Kecamatan Binamu;
fil intake Pannyvawakkang di Kecamatan Kelara;
£ intake Parappa di Kecamatan Binamu;
h] intake Turatea di Kecamatan Turatea;
i] rencana Intake Beroanging di Kecamatan
Bangkala Barat;
]l rencana Intake Bontoramba o Kecamatan
Bontoramba;
k| rencana Intake Tombaolo di Kecamatan Rumbia;
2. unit produksi vang terdiri dari:
a) Instalasi Pengolahan Air minum Bontojai di
Kecamatan Tamalatea,
b} Instalasi Pengolahan Air minum Boyong di
Kecamatan Tamalatea,
] Instalasi Pengolahan Air minum Kalakkara di
Kecamatan Binamu;
d] Instalasi Pengolahan Air minum Kapita di
Kecamatan Bangkala;
€| Instalasi Pengolahan Air minum Muncu-muncu di
Kecamatan Binamu;
fil Instalasi Pengolahan Air minum Pannyewakkang
di Kecamatan Kelara;
gl Instalasi Pengolahan Air minum Parappa di
Kecamatan Binamu;
h) Instalasi Pengolahan Air minum Turatea di
Kecamatan Turatea;
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i| rencana Instalasi Pengolahan Air minum
Bontoramba di Kecamatan Bontoramba;

jl rencana Instalasi Pengolahan Air minum Tombolo
di Kecamatan Rumbia;

k] rencana Eeservoir Beroanging di Kecamatan
Bangkala Barat; dan

1] rencana Reservoir Paitana di Kecamatan Turatea,

unit Distribusi vang terdiri dari:

a) jaringan disiribusi air bersih vang sejajar dengan
jaringan jalan yang tersebar i Kecamatan
Arungkeke, Kecamatan Bangkala, Kecamatan
Bangkala Barat, Kecamatan Batang, Kecamatan
Binamu, kecamatan Kelara, Hecamatan
Tamalatea, Kecamatan Tarowang dan Kecamatan
Turatea; dan

bl rencana jaringan distribusi air bersih  yang
direncanakan di Kecamatan Bangkala Barat,
Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Kelara,
Kecamatan Bumbia dan Kecamatan Tamalatea,

jaringan Produksi yang berada di Kecamatan Kelara

dan Kecamatan Rumbia.

b. bukan jaringan perpipaan terdiri dari;

1.

2,

sumur dengkal wvang terletak di Kecamatan
Bontoramba;

sumur pompa yvang tersebar di Kecamatan Binamu,
Kecamatan Batang, Kecamatan Tamalatea,
Kecamatan Turatea, Kecamatan Tarowang,
Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Bangkala Barat,
Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Bangkala; dan
bangunan penangkap mata air, tersebar  di
Kecamatan Turatea, Kecamatan Kelara, Kecamatan
Bangkala Barat, Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan

Bangkala.

Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud avat

(1)

huruf b ditetapkan dalam rangka pengurangan,

pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah terdin
dari:

.

infrastruktur sistern  pengelolaan  air  limbah non
domestk, yaitu pengelolaan air limbah non domestik baik
elsisting maupun rencana yvang melayani pengolahan air
limbah skala kawasan vaitu pada Pasar Karisa dan RSUD
Lanto Dg. Pasewang di Kecamatan Binamu;

infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik
yaitu rencana pengelolaan air limbah domestik meliputi:
1.

rencana infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
domestik wvyang melayani wilayah Kabupaten
Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjan
dan Kabupaten Bulukumba;

e
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2. rencana infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
domestik di Kecamatan Binamu wyang melavani
pengolahan air limbah dalam lingkup Kabupaten
Jeneponto; dan

3. rencana infrastrukiur sistem pengelolaan air limbah
domestik vang berupa Instalasi pengelolaan lumpur
tinja skala kabupaten di Kecamatan Binamu melayani
pengolahan lumpur tinja skala Kabupaten Jeneponto,

Bistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud awvat

(1) huruf d, terdin dar:

a. tempat Penampungan Sementara yang terdapat di
Kecamatan Bangkala, Kecamatan Binamu, Kecamatan
kelara, hecamatan Tamalatea dan Kecamatan Tarowang,
dan

b. tempat Pemrosesan Akhir vaitu tempat Pemrosesan Akhir
Bonto-bonto di Kecamatan Binamu.

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

ayat (1] huruf e, terdiri dari:

a. tempat evakuasi bencana diarahkan pada RTH maupun
Kantor Pemerintahan vang tidak berada pada kawasan
rawan bencana tinggi, jauh dari sungai, dekat dengan
permukiman dan jaringan jalan; yang tersebar di
Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan
Tamalatea, Kecamatan Turatea, Kecamatan Batang,
Kecamatan Kelara, Kecamatan Tarowang, Kecamatan
Fumbia dan Kecamatan Binamu; dan

b. jalur evakuasi bencana direncanakan mengikuti dan/atau
mengeunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke
ruang evakuasi bencana dan merupakan jaringan jalan
paling aman dari ancaman berbagai bencana wvang
tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] digambarkan dalam peta yang

tercantum dalam Lampiran VIII yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB WV
REMCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Hencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana:

a. kawasan indung; dan

b. kawasan budi daya.

Fencana pola ruang wilayah kebupaten sebagmimana
dimaksud pada ayat (1] digambarkan dalam peta rencana
pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu
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banding lima puluh ribu) sebagesimana tercantum dalam

Lampiran [X vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. badan air;

b, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannva;

kawasan perlindungan setempat;

kawasan konservasi,

kawasan cagar budava; dan

kawasan ekosistem mangrove.

oo

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannvya
Pasal 23

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya schagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
adalah kawasan hutan lindung, seluas kurang lebih 6.274 Ha
{enam ribu dua ratus tujuh puluh empat hektar], vang tersebar di
Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Bontoramba,
Kelara, dan Rumbia.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 24

Kawasan perlindungan sefempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 hurul ¢, memiliki luasan kurang lebih 1,991 Ha ([[seribu
sembilan ratus enam puluh) yang mehputi:

a. sempadan pantai memiliki luasan kurang lebih 6§92 Ha (enam
ratus sembilan puluh] tersebar di Kecamatan Arungkeke,
Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, dan Tamalatea,
dan Tarowang.

b. sempadan sungali memiliki luasan I::u:rang lebaib 1.299 Ha
[seribu dua ratus sembilan puluh sembilan) tersebar i
Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Binamu,
Bontoramba, HKelara, REumbia, Tamalatea, Tarowang, dan
Turatea.
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Paragraf 3

Kawasan Konservasi
Pasal 25

(1] EKawasan konservasi vang dimaksud dalam Pasal 22 huruf d
yaitu kawasan taman buru,

(2] Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
dan berfungst sebagal  wilayah perlindungan sistem
penyangga kehidupan yang ditetapkan di Kecamatan
Bangkala Barat dengan luas kurang lebih 2.211 Ha (dua nbu
dua ratus sehelas hektar)

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 26

Kawasan cagar budaya yvang dimaksud dalam Pasal 22 huruf e
vaitu kawasan kompleks makam Raja-raja Binamu yang
ditetapkan di Kecamatan bontoramba dengan luas kurang lebih 1
Ha [satu helktar).

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem Mangrove
Pasal 27

Kawasan ekosistern mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 huruf {f merupakan suatu ckosistem hutan yang dipengaruhi
oleh pasang surut air laut dengan suplai air tawar yang cukup.
Kawasan ckosistern mangrove di Kabupaten Jeneponto memiliki
luas kurang lebih 42 Ha [empat puluh dua] yvang tersebar di
Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Binamu, Tamalatea, dan
Tarowang,

Bagian Ketiga
Kawazan Budi dava
Pasal 28

Kawasan budidava sebagaimana dimaksud dalam Pazal 21 ayat
(1] huruf b, terdiri atas:

a. kawasan hutan produlcsi;

kawasan pertanian;

kawasan perikanan;

kawasan pergaraman;

kawasan peruntukan industri; dan

kawasan permukiman.

ol - -
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Paragraf 1
Kawaszsan Hutan Produksi
Pasal 29

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf a vaitu kawasan hutan produksi tetap vang memiliki luas
kurang lebih 472 Ha (empat ratus empat tujuh pulub dua) vang
tersebar di Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Bontoramba,
FEumbia, dan Turatea.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian
Paszal 30

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf b, terdiri atas:

a. kawasan tanaman pangan,
b. kawasan hortikultura; dan
. kawasan perkebunan,

(2] Kawazan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a ditetapkan dengan luas kurang lebih 40.440 Ha
[empat puluh ribu empat ratus empat pulubh hektar] vang
tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat,
Batang. Binamu, Bontoramba, Kelara, Bumbia, Tamalatea,
Tarowang, dan Turatea.

i3] Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b ditetapkan dengan luas kurang lebih 18,00 Ha
[delapan belas) yang tersebar di Kecamatan Banghkala,
Bontoramba, Kelara, Rumhbia, Tarowang, dan Turatea.

(4] Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ ditetapkan dengan luas kurang lebih 19.266 Ha
[sembilan belas ribu dua ratus enam puluh enam) vang
tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala
Barat, Batang., Binamu, Bontoramba, Kelara, Rumbia,
Tamalatea, Tarowang, dan Turatea.

i3] Pada kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud
pada avat (2] terdapat Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan [KF2B] Kabupaten Jeneponto dengan luas
kurang lebih 25,098 Ha (dua puluh lima ribu sembilan puluh
delapan| yang tersebar di Kecamatan Arungkelee, Bangkala,
Bangkala Barat, Batang, Binamu, Bontoramba, Kelara,
Fumbia, Tamalatea, Tarowang, dan Turatea.

(6] Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2H)
schagaimana yang dimaksud pada ayat (5) digambarkan
dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah i,
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Paragraf 3
Kawasan Perikanan
Pasal 31

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
¢, meliputi Kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang
lebih 1.19% Ha (seribu seratus sembilan pulubh enam| yang
tersebar di Kecamatan Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat,
Batang, Binamu, Tamalatea, dan Tarowang.

Paragral 4
Kawasan Pergaraman
Pasal 32

Kawasan pergaraman scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf d, memiliki Iuasan kurang lebih 891 Ha (delapan ratus
sembilan puluh satu) vang teraschbar di Kecamatan Arunghkeke,
Bangkala, Bangkala Barat, dan Tamalatea,

Paragrafl 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pazal 33

Kawasan peruntukan mdustri i Kabupaten Jeneponto
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 28 hurufl e, ditetapkan di
Kecamatan Bangkala dengan luas kurang lebih 151 Ha [seratus
lima puluh satu).

Paragraf 6
Kawasan Permuldman
Paszal 34

(1] Kawasan permukiman schagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf {, terdiri atas:

a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan,

(2] Kawasan permuliman perkotaan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 2.095 Ha
[dua ribu sembilan puluh lima) vang tersebar di Kecamatan
Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu,
Bontoramba, Kelara, BEumbia, Tamalatea, Tarowang, dan
Turatez.

(3) Kawasan permukiman perdesaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b memilild luas kurang lebih 4.208 Ha
[empat ribu dua ratus delapan], vang tersebar di Kecamatan
Arungkeke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu,
Bontoramba, Kelara, Eumbia, Tamalatea, Tarowang, dan
Turatea.
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BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 35

Kawasan strategis vang ada di Kabupaten Jeneponto yaitu
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK];

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 36

KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1], terdiri

atas:

a. kawasan strategis  dengan sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi,

b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial
budaya; dan

. kawasan strategizs  dengan sudut kepentingan
pendayagunaan sumber dava alam dan/atau teknologi
tinggi; dan

d. kawasan strategs dengan sudut kepentingan fungs dan
daya dukung lingkungan hidup.

KSK dengan sudut kepentingan pertumbuban  ekonomi

sebhagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a, terdir atas:

a. kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Rumbia
dan Kecamatan Kelara;
kawasan agrowisata ditetapkan di Kecamatan Rumbia;
kawasan pariwisata bahan ditetapkan di Kecamatan
Arungkeke dan Kecamatan Bangkala;

d. kawasan agro-minapolitan ditetapkan di Kecamatan
Binamu; Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, dan
Kecamatan Tarowang; dan

€. kawasan peruntukan industri ditetapkan di Kecamatan
Bangkala.

KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana

dimaksud pada avat (1] huruf b ditetapkan pada kawasan

makam raja-raja Binamu.

KSK dengan sudut kepentingan sumber dava alam dan /atau

teknologi tinggl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

meliputi kawasan pembangkit listrik tenaga bayu.

KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dulkung

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d melputi kawasan strategls mangrove vang

ditetapkan di kawasan pesisir Kecamatan Arungkeke dan

Kecamatan Tamalate.

e
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Pasal 37

Untuk operasionalisasi rencana kawasan strategis kabupaten
dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan kepala
daerah tentang rencana detail tata ruang,

Eencana rfci tata ruang sebagaimana dimaksud pada avat
[1) ditetaplkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V1l
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagan Kesatu
Umum
Pasal 38

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan

pembangunan; pengembangan wilayah untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW, melalui:

a.
b.

i1

i

(3

i1

ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,

indikasi program utama jangka menengah 5 (lima] tahunan,
dan

pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesssualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 30

KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a
menjadi  pertimbangan  dalam  melaksanakan  keglatan
pemanfaatan ruang;
Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakulcan melalui;
a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
dan
c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Pelakzanaan KEPE dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 40

Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan
schagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b menjelaskan
program utama perwujudan pada rencana struktur ruang
dan pola ruang dalam wilayah kabupaten.
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Program utama perwujudan rencana struktur ruang dan pola
ruang sebagaimana yvang dimkasud pada ayat [1] meliputi:
program utama;

lokasi;

sumber pendanaarn;

instansi pelaksana; dan

. waktu Pelaksanaan.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat (2]
hurul ¢ bersumber dari APBD Kabupaten Jeneponto,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBLDY Provinsi
Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
[APEN], swasta, dan kerjansama pendanaan.

Instansi pelaksana scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi:

-

1]

a. pemerintah;
b. swasta; dan/atau
c. masyarakat.

Program pemanfaatan ruang vang dilaksanakan oleh
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf a

disesuaikan dengan kewenangan masing-masing
pemerintahan berdasarkan kelentuan peraturan perundang-
undangan.

Waktu pelaksanaan pProgEram pemanfiaatan TUAng
sebapaimana dimaksud pada ayat (2] huruf e direncanakan
dalam kurun waktu 20 [dua puluh] tahun dengan pentahapan
jangka waktu 5 (lima) tahuanan terdin dar:

a. tahap pertama pada periode tahun 2022 - 2027,

b. tahap pertama pada periode tahun 2027 - 2032;

c. tahap pertama pada periode tahun 2032 - 2037; dan

d. tahap pertama pada periode tahun 2037 - 2042;

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] tercantum dalam
Lampiran X1l vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Buang
Pasal 41

Pelaksanaan sinkromizasi program  pemanfaatan  ruang
sebhagaimana disebutkan pada Pasal 38 hurufl ¢, dilakukan
berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam
ETEW HKabupaten melalui penyelarasan indikasi program
dengan propram sektoral dan kewilayahan dalam dokumen
rencana pembangunan secara terpadu.

Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan
menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan

e
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dan pelaksanaan peminjauan kembali dalam rangka revis

ETRW Kabupaten,

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan

dokumen:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan EBuang jangka
menengah 5 (lima) tahunan; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek
1 [satu)] tahunan.

Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang

dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB [X
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten,
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada avat (1], meliputi:

a. ketentuan umum zonasi;

b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;

. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanlsi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Paszal 43

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 avat (2] hurufl a merupakan ketentuan umum vang
mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang vang disusun untuk setiap klasifikasi
peruntukan (fungsi ruang dan kawasan seldtar jaringan
prasarana sesuai dengan ETEW kabupaten.

Ketentuan umum zonasi sebgaimana dimaksud pada avat (1)

berfungsi:
a. scbagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan
ruang;

b. menyeragamkan ketentuan umum zonmasi di seluruh
wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
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c. schagai landasan bagl penyusunan peraturan zonasi
pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan
ruang di setiap kawasan (zona kabupaten; dan

d. sebagai dasar  pemberian kesesuaian kegiatan
pemaniaatan ruang;

Ketentuan umum zonasi kabupaten terdiri dari;

a. ketentuan umum zonasi strukiur ruang; dan

b, ketentuan umum zonasi pola ruang,

Ketentuan umum zonasi strukbur ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3] huruf a, memuat ketentuan

mergenal:
a. ketentuan umum =onasi o untuk  =istem pusat
permukiman;

b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jarnngan prasarana
wilayah;

Ketentuan umum 2onasi pola mang sebagaimana dimalksud

pada ayat (3] huruf b, terdiri ataa:

a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan

b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.

Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang sebagaimana

dimaksud pada avat (3] huruf a mengatur:

a. standar pelayvanan minimal sistem perkotaan; dan

b. standar teknis sistem prasarana wilavah,

Eetentuan umum zonas: pola ruang sehapaimana dimaksud

pada avat (3] hurul b memuat ketentuan mengenai:

a. kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan,

diperbolehkan dengan svarat, dan kegiatan vang tidak

diperbalehkan;

intensitas pemanfaatan ruang;

sarana dan prasarana minimum;

ketentuan lain yang dibutuhkan; dan

ketentuan khusus vang disesuaikan dengan kebutuhan

pembangunan Kabupaten untuk mengendalikan

pemanfaatan ruang,

L~ O -

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman
Paszal 44

Eetentuan umum zonasi untuk sistem pusat permulkiman
sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 43 avat [4) hurufl a
meliputi:

a. standar pelayanan minimal untuk PKW;

b. standar pelayanan minimal untulk PPK; dan

c. standar pelayanan minimal untuk PPL.

Eetentuan wumum zonasi untuk =mistem  permulaman
schagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan
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mengenai  standar  pelayanan minimal sisterm  pusat
permukiman;,
(3] Standar pelayanan minimal zonasi untuk PKW sebagaimana
dimaksud pada avat (1] huruf a meliputi:
a. sarana pelayanan umum pemerintahan skala Nasional /
Prowinsi [/ Kabupaten;
b. perdagangan dan jasa skala Nasional [/ Provins [
Kabupaten;
¢. fasilitas pelayanan kesehatan vaitu Rumah Sakit Umum
atau Bumah 3alkit Umum Daerah (RSUD);
fasilitas pelavanan pendidikan tinggi dan SMA [/ sederajat;
fazilitas pelavanan peribadatan;
terminal penumpang tipe B;
terminal barang;
pelabuhan laut;
jaringan jalan dan jembatan;
jaringan kereta api;
jaringan ketenagalistrikan,
jaringan telekomunikasi;
. jaringan drainase;
sistem penvediaan air minum (SPAM);
sistem pengolahan air limbah [SPAL];
Jjaringan persampahan;
Jjaringan evakuasi bencana; dan
Jaringan pemadam kebakaran,
4] Eta.n-l:lﬂr pelavanan minimal untuk PPK  schagaimana
dimaksud pada avat (1] hurufl b meliputi:
a. sarana pelayanan umum skala Kecamatan;
perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
terminal penumpang tipe C;
jaringan jalan dan jembatan;
jaringan ketenagalistrikan;
jaringan telekomunikasi;
jaringan drainase;
sistem penyediaan air minum (SPAM];
gistem pengolahan air limbah [SPAL];
Jaringan persampahan; dan
jaringan evakuasi bencana.,
] ELa.ndﬂr pelayanan minimal untuk PPL sebagaimana
dimaksud pada avat (1] huruf c meliputi:
a. sarana pelayanan umum skala kelurahan /desa;
perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
jaringan jalan dan jembatan;
Jjaringan ketenagalistrikan;
jaringan telekomunikasi;
jaringan drainase;
sistem penyediaan air minum (SPAM);
sistem pengolahan air limbah [SPAL];
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i. jaringan persampahan; dan
j- jaringan evakuasi bencana,

Paragraf 3
KEetentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilavah
Pasal 45

Ketentuan umum =zonasi sistem jaringan prasarana wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayai (4] huruf b terdiri

standar teknis jaringan ransportasi;
standar teknis jaringan enerpl;

standar teknis jaringan telekomunikasi;
standar teknis jaringan sumber daya air; dan
standar teknis jaringan prasarana lainnya.

.r-_rln!rPE

Pasal 46

Standar teknis jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huraf a terdiri dari;

a.  standar teknis jaringan jalan; dan

b. standar teknis transportasi laut.

Pasal 47

i1] Standar tekmis jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 hurul a merupakan jalan umum terdiri dari:

standar teknis jalan kolektor primer;

standar teknis jalan lokal primer;

standar telknis jalan ingkungan primer;

standar teknis terminal penumpang;

standar teknis terminal barang; dan

standar teknis jembatan timbang;

2] Sta.ndar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksucd
dalam ayat (1) huruf a meliputi:

a. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar
pusat kegiatan wilavah, atau antara pusat Kegiatan
wilayah dengan pusat kegiatan lokal;

b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan
lebar badan jalan tertentu sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari velume lalu
lintas rata-rata.

d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

S - -
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f.

-

persimpangan  sehidang pada jalan  kolektor primer
dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

jalan kolektor primer vang memasuki kawasan perkotaan
dan fatau kawasan pengembangan perkotaan tidak baoleh
terputus; dan

standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud
dalam ayat {1} huruf b meliputi:

.

d.

menghubungkan secara berdaya guna pusat kegatan
nasional dengan pusat kegmatan hnpkungan, pusat
keglatan wilavah dengan pusat keglatan lingkungan,
antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal
dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat
kegiatan lingkungan;

didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan
lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

jalan lokal primer vang memasuki kawasan perdesaan
tidak boleh terputus; dan

standar teknis jalan lokal primer lainnva mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) hurufl ¢ meliputi:

.

menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan
perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan
perdesaan;

didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan
lebar badan jalan tertentu sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau
lebih;

tidak diperuntukkan bag kendaraan bermotor beroda
tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan
gesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan; dan

standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar telnis terminal penumpang sebagaimana dimalksud
dalam ayat (1) hurul d terdiri dar:

.

standar teknis terminal penumpang tipe B meliputi:

1] melayani kendaraan umum untuk angkutan
antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan
pelayanan angkutan perkotaan dan/atau pedesaan;

2 lokam terminal penumpang harus terletak pada
simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang
diperuntukkan bagi pergantian antar moda;

e
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3] lokasi terminal B penumpang harus terletak pada
simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

4) pelayanan kesclamatan, keamanan, kehandalan [
keteraturan, kenyvamanan, kemudahan !
keterjangkauan, dan kesetaraan di @ terminal
penumpang angkutan jalan tipe B sesuai RKetentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3] fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang
angkutan jalan tipe B lainnyva sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

standar teknis terminal peniumpang tipe C meliputi:

1] melavani kendaraan umum  untuk  angkutan
perkotaan atau pedesaan;

2 lokazm terminal penumpang harus terletak pada
simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang
diperuntukkan bagi pergantian antar maoda;

3] penyelenggaraan terminal tipe C wajibmenyedialkan
fagilitas terminal penumpang sebagai fasilitas utama
dan fasilitas penunjang seauai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
4] pelavanan keselamatan, keamanan, kehandalan
keteraturan, kenyvamanan, kemudahan !

keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal
penumpang angkutan jalan tipe © sesual dengan
ketentuan perundang-undangan; dan

3] fasmilitas dan standar pelavanan terminal penumpang
angkutan jalan tipe C lainnyva diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf ¢ mehputi:

a.

tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang,
perpindahan  intramoda dan antarmoda angkutan
barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik,
dan fatau tempat parkir mobil barang;

digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impar
gesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan; dan

lokasi terminal barang diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Standar tekmis jembatan timbang sebapaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf [ meliputi:

a.
b.

pengawasan muatan angkutan barang;

lokasi Jembatan timbang berada pada ruas jalan
nasional; dan

lokasi jembatan timbang diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

e
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Standar teknis transportasi laut szebagaimana vyang

dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri dari;

a. standar teknis pelabuhan pengumpul;

b. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal;

¢. standar teknis pelabuhan terminal khusus; dan

d. standar teknis pangkalan pendaratan ikan.

Standar teknis pelabuhan pengumpul vang dimaksud pada

ayat (1] hurufl a meliputi:

a. melayam kegiatan angkutan laut dalam negen, dalam
jumliah menengah dan sebagai tempat asal tujuan
pEnUmpang dan /atau barang seTha angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar
provinsi.

b. lokasi pelabuhan pengumpul berada dekat dengan jalur
pelayaran nasional;

c. luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan; dan

d. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnva sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar teknis pelabuhan pengumpan lokal vang dimaksud

pada avat (1] hurul b meliputi:

a. pelabuhan vang fungsi pokoknva melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut
dalam negeri dalam  jumlah terbatas, merupakan
pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul, dan sebagal tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang serta angkutan penyveberangan dengan
jangkauan pelayanan dalam kabupaten;

. luas lahan maksimal 1 Ha; dan

c. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya
scaual ketentuan peraturan perundang-undangan,

Standar teknis terminal Khusus vang dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ meliputi;

a, terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan
bagian dari pelabuhan terdekat untuk melavani
kepentingan sendin sesuail dengan usaha pokoknya;

b. lokasi pelabuhan terminal khusus dilaksanakan
berdasarkan hasil kajian sesumi dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Standar teknis pangkalan pendaratan ikan yang dimaksud

pada ayat (1] huruf d meliputi:

a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai
dengan sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga scsuai
dengan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi  sesuai
peraturan perundang-undangan;

e, memenuhi syarat studi kelayvakan, desain tekniz serta
kelayakan ekonomis dan [inansial sesuai keientuan
perundang-undangan;

. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok,
sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan
tangkap; dan

g. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnyva sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Standar telknis jaringan energl sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 hurufl b yaitu standar teknis jaringan infrastrukiur
ketenagalistrikan yvang terdiri dari:

a. standar teknis infrastrukiur pembangkitan tenaga listrik
dan sarana pendukung; dan

b. standar teknis jaringan infrastruktur penvaluran tenaga
listrik dan sarana pendukungnya.

Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan

sarana pendukung sebagaimana vang dimaksud pada avat

(1) huruf a terdin dan:

a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber energl primer
sctempat atau kemudahan pasokan energi, primer,
kedekatan dengan pusat beban, topologi  jaringan
transmisi yang dikchendaki, kendala pada sistem
transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan
sosial;

b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam
penviapan provek di lapangan dan disesuaikan dengan
kebutuhan sistem;

Standar teknis jaringan infrastrukiur penvaluran tenaga

listrik dan sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud

pada avat (1) hurul b yaitu standar teknis sistem jaringat
energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 50

Standar tekmis jaringan  telekomunikasi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 huruf ¢ terdiri dari:

e
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a. standar teknis janngan tetap; dan

b. standar teknis jaringan bergerak;

Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a vaitu jaringan tetap dengan infrastruktur

pendukungnyva mengacu pada;

a. pembangunan jaringan tetap berbasis circuill switched
dan berbasis packel suitched;

b. jaringan tetap lokal berbasis circuit-switched
menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan
lokal dan wapb menyediakan akses telepon umum
sekurang-kurangnya 3% (liga perseratus| dari kapasitas
jaringan terpasang; dan

c. jaringan tetap lokal berbasis packet suntched wajib
menyediakan jaringan transport yang menghubungkan
antar pusat jaringan [node] dan jaringan akses pelanggan
vang terhubung ke pusat jaringan (nodej.

Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. pembangunan Menara harus sesual dengan  standar
baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan
dengan memperhitungkan laktor-faktor YAng
menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. penvelengpara  jarngan bergerak satelit wajib
membangun dan/atau menvediakan satelit, stasiun
bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;

d. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

e. standar teknis lainnya sesuali dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Standar teknizs jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 huruf d terdiri dari;
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber dava air.
Standar teknis jaringan sumber daya air berupa sumber air
sebagaimana vang dimaksud pada ayvat (1) huruf a yaitu
wadulk dan embung vang merupakan bangunan untuk
menampung air dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:
Standar teknis janngan sumber daya air kabupaten
schagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. standar teknis sistem janngan ingas meliput:

1) jaringan primer, sckunder dalam kondisi batk dan

sumber air tersedia;

e
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2] lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas
lahan zawah vang akan di airi;

3] keminngan (slope] saluran discsuaikan dengan
kelerengan lahan 2% [dua per seratus); dan

4] standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. standar teknis sistem pengendalian banjir meliputi:

1] sistemn pengendalian banjir dilakukan dengan
menggunakan metode penpgendalian banjir secara
teknis (metode struktur];

2] sistemn pengendalian banjir berupa Bronjong kawat
sesual standar tekmis terkait; dan

3] Standar teknis sisiem pengendall banjir lammnya
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Standar teknis jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri dari:

a. sistem Penyediaan Air Minum;

b. sistem Pengelolaan Air Limbah;

. sistem jaringan persampahan; dan

d. sistem jaringan evakuasi bencana;

Standar teknis sistem penyvediaan air minum sebagmmana

yvang dimaksud pada ayvat (1) hurufl terdin dari:

a. standar teknis unit air baku meliputi;

1] sarana dan prasarana pengambil dan/atau penvedia
air baku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

2] sumber air baku sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

b. standar teknis unit produksi yvaitu sarana dan prasarana
vang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air
minum sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-
undangan:

. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air
minum dari unit produks sampai unit pelavanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

d. standar teknis sumur dangkal meliputi:

1] sarana untuk menyadap dan menampung air tanah
dari akuifer yvang digunakan sebagai sumber air baku
untuk air minum sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

2 lokam sumur dangkal sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. standar teknis sumur pompa yaitu sarana penyediaan air
minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah
pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai

e
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dengan yang diinginkan, sedangkan pengambilan air
dilakukan dengan menghisap atau menekan air
kepermukaan dengan menggunakan pompa tangan,

f. standar teknis bangunan penangkap mata air meliputi;

1]

bangunan atau konstruksi untuk melindung sumber
mata air terhadap pencemaran vang dilengkapi
dengan bak penampung; dan

2] jarak mata air tidak lebih dari 3 km ke lokasi

pelayanan dan diusahakan gravitasi.

(3] Standar teknis sistem pengelolaan air hmbah sebagmimana
yvang dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri dari:
a. standar teknis sistem pengolahan air imbah domestilk
meliputi:

1)

=]

3)

4)

&

cakupan pelayanan sistem pengolahan air hmbah
domestik skala reglonal dan/fatau perkotaan sesuail
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelayanan sistem pengolahan air limbah merupakan
sarana dan prasarana untuk menvaluran air limbah
domestik dari sumber melalui perpipaan ke sistem
pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengumpulan  sistem  pengolahan  air  limbah
merupakan sarana dan prasarana untuk menyvaluran
air imbah domestik dari sumber melalul perpipaan
dari pelavanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengolahan sistemn pengolahan air limbah  terpusat
sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah
domesetik vang dialirkan dari sumber melalui
pelayanan  dan  pengumpulan  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
lokasi instalasi pengolahan Air limbah dan
pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. standar teknis instalasi pengolahan lumpur tinja terdiri
dari:

1)

3)

)

pengolahan air  limbah  setempat merupakan
prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan
mengolah air imbah domestik di lokasi sumber;
pengolahan air limbah setempat dilalkukan dengan
cara pengolahan biologis;

pengangkutan merupakan sarana untuk
memindahlcan lumpur tinja dan Sub-sistem
Pengplahan Setempat ke Pengolahan Lumpur Tinja;
sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja
sesual dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e
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5] lokasi sarana dan prasarana instalasi pengolahan
lumpur tinja ditentukan sesuai dengan kKetentuan
peraturan perundang-undangan;

¢, Standar teknis sistem pengolahan air limbah non
domestik meliputi:

1) bangunan pengolahan air limbah, bangunan
pengolahan lumpur, peralatan mekanikan dan
elekirikal, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering,
dan

2] prasarana dan sarana pendukung sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4] Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana
yvang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. standar teknis Tempat Penampungan Sementara
meliputi:

1) Tuas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2] sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3] penampung sampah sementara bukan merupakan
wadah permanen

4] tidak mencemari lingkungan;

3 penempatan tidak menggangegu estetika dan lalu
lintas; dan

6] standar teknis tempal penampungan sementara
sesual  dengan  ketenfuan  peraturan  perundang-
undangan;

b. standar teknis Tempat Pembuangan Alchir mehputi:

1] penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir tidak
berada pada lahan produktif dan kawasan lindung;

2] luas lahan dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir
gesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3] prasarana dan sarana Tempat Pembuangan Akhir
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

4] Tempat Pembuangan Akhir dapat dilengkapi dengan
fagilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau
gas bio; dan

5] standar teknis Tempat Pembuangan Akhir sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i3] Standar tekmis Sistem jarnngan evakuasi | bencana
schagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri
dari:
a. standar teknis jalur evakuasi bencana meliputi:

1) jalur evakuasi darat schurang-kurangnya dapat
dilalui oleh pejalan kaki sedangkan jalur evakuasi air
dapat dilalui dengan perahu karet;

e
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2] jalur evakuasi dirancang menjauhi daerah bencana;

3] jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai
atau jembatan;

4] jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel
untuk menghindari penumpukan massa; dan

5) standar teknis jalur evakuasi bencana sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. standar teknis tempat evakuasi bencana meliputi:

1] lokasi tempat evakuasi memiliki wakiu tempuh
tercepat dan lokasz bencana;

2] jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara
terdekat dan pusat permulkiman atau aktivitas
masyarakat;

3] ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau
schagai fasilitas tempat evakuasi sementara;

4] kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2] tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan
jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan
berlari atau berjalan kaki [aksesibilitas tinggi);

5] memiliki sarana dan prasarana penunjang sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan;

7] lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada
diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan
untuk semua jenis ancaman bencana; dan

8] standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya
sesuad ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 53

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat [5) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum zonasi kawasan vyang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

ketentuan umum sonas kawasan perlindungan setempat;
ketentuan umum zonasi kawasan konservasi;

ketentuan umum sonasi kawasan cagar budava; dan
ketentuan umum zonas kawasan ekosistern mangrove.

- -

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan
perlindungan  terhadap kawasan bawahannva sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf a yaitu ketentuan umum zonasi
untuk kawasan hutan lindung meliput:
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kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dalam

kawasan hutan lindung waitu kegiatan konservasi dan

perlindungan hutan;

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan bersyarat

dalam kawasan hutan lindung meliputi:

a. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di  luar kegiatan kehutanan melalui
mekanisme kerjasama sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. kepatan pertambangan dengan pola pertambangan
bawah tanah vang tidak mengakibatkan turunnva
permukaan tanah, berkurangnya fungs pokok kawasan
hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan
akuifer air tanah;

c. kegiatan peneclitian dan pengembangan il

pengetahuan;

kegiatan religi dan budaya setempat;

kegiatan budidaya tanaman tertentu;

kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;

g kegiatan pemungutan hasil bukan kayu.

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan dalam

kawasan hutan lindung vaitu kegiatan pemanfaatan ruang

yvang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan,
menimbulkan kerusakan/menggangpu fungsi lindung dan
kelestarian lingkungan hidup,;

sarana dan prasaranga minimum dalam kewasan hutan

lindung vaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan

dan penggunaan kawasan hutan lindung yvang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ketentuan lain dalam kawasan hutan hindung vaitu kawasan

Moo

hutan lindung wyang dilalui oleh jaringan sarana dan
prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan wumum =Zonasi kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdin dari:

ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai
meliputi:
a. kegpiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan dalam
kawasan sempadan pantal meliputi;
1] kegiatan pelestarian fungsi ekosistern dan sumber
daya di wilayah pesisir;
2 ruang terbuka hijau;
4] pengamanan pantal alami;
4] kegiatan pertahanan dan keamanan;

e
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)

7)
8)

kegiatan religi dan budaya setempat;

pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan
ancaman bencana alam, dan pengamatan cuaca dan
iklirm;

ak=zes publik melewati pantai; dan

kegiatan  penelitian dan  pengembangan  ilmu
pengetahuan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara
bersvarat dalam kawasan sempadan pantai meliputi;

1)

&

)

4)

3)

)

4]
10|
11]
12|

13|

pemanfaatan ruang untuk pelabuhan /transportas: air
vang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan;

kegiatan perikanan atau  budidaya laut sesuai
ketentuan perundang-undangan;

kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan =sarana
prasarana pendukungnya dengan syvarat tidak
merubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan
pantai;

pembangkit tenaga listrik wvang  ditetapkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

temnpat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota
masyrakat wyang secara turun temurun sudah
bertempat tinggal di kawasan sempadan pantai, dan
kegiatan  pemanfaatannya menyesuasikan dengan
ketentuan peraturan perundang-udangan;

bangunan pengamanan panta buatan mengikut
ketentuan teknis sesual dengan ketentuan perundang-
undangan;

ruang untuk jaringan air dan limbah vang
pemanfaatannya menyesualtkan dengan  ketentuan
peraturan perundang-udangan;

pendirian bangunan wuntuk pengelolaan dan/atan
pemanfaatan  sumber da}ra alr yang scsual dengan
ketentuan perundang-undangan;

fasilitas dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

jalur pipa gas dan air minum;

rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,

bangunan ketenagalistrikan vang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan; dan

untuk bangunan vang sudah ada dilakukan program
penyelarasan  aktifitas  sesual  dengan fungm
perlindungan setempat;

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan
dalam kawasan sempadan pantai meliputi:

1)

semua kegatan yvang mengganggu fungsi sempadan
pantai sebagai perlindungan setempat;

e
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2] semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai
ekologizs dan estetika kawasan dengan mengubah
dan fatau merusak bentang alam;

3] kegiatan vang menghalangi dan/atau menuiup akses
jalur dan tempat evakuasi bencana; dan

4] pembangunan  permukiman  baru  di | kawasan
sempadan partai;

d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan
sempadan pantai meliputi:

1] bangunan pengamanan pantal buatan sesual dengan
ketentuan teknis terkait;

2 jalur akses dan lokas evakuas bencana;

3] bangunan pengendali banjir;

4] bangunan lalu lintas air dan bangunan
pengontral / pengulur debit air; dan

5] prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan
pantai.

€, ketentuan lain dalam kawasan sempadan pantai yvang
dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah
harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

f. ketentuan Khusus dalam sempadan pantai vang
bertampalaan dengan kawasan pertambangan batuan
mengikuti ketentuan teknis sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

2. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai

meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam
kawasan sempadan sungai meliputi;

1] kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;

2] ruang terbuka hijau;

3 kegiatan penelitian dan pendidilkan;

4) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

2] bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana alam;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbelehkan secara
bersvarat dalam kawasan sempadan sungai meliputi;

1] kegiatan budidava pertanian dengan jenis tanaman
vang tidak mengurang kekuatan struktur tanah;

2] pendirian bangunan wuntuk pengelolaan dan/atau
pemanfaatan sumber dava air vang sesual dengan
ketentuan perundang-undangan;

3) kegiatan pertambangan vang berada di sempadan
sungal dimunglinkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

4] kegiatan vang bersifat sosial dan budaya vang tidak
menimhulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan
keamanan sungai;
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5] fasilitas jembatan dan dermaga/pelabuhan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan,

&) jalur pipa gas dan air minum;

7] rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,

8] bangunan ketenagalisirikan vyang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

9 kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai;

10] kegiatan perikatan,

11] kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana
pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam
dan fatau menggangeu lungsi sungai; dan

12 untuk bangunan vang sudah ada dilakukan program
penyelarasan  aktifitas  sesuali  dengan fungsi
perlindungan setempat.

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan

dalam kawasan sempadan sungai meliputi;

1] semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan
ekosistemn sungai dan kelestarian keanekaragaman
hayati sungai;

2] kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru
kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan
dan fatau pemanfaatan sumber daya air;

3] mendirikan bangunan vyang mengurangi dimensi
tanggul untuk kepentingan pengendall bangir; dan

4] kegiatan vang menghalangi dan fatau menutup tempat
dan jalur evakuas bencana banjir.

srana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan

sungal meliputi:

1] bangunan pengendali banjir;

2] bangunan lalu lintas air dan bangunan
pengontral / pengulkur debit air; dan

3] bangunan bendung dan /atau bendungan.

ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang

dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah

harus mengikuti ketentuan teknis sesual  dengan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi kawasan konservas  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 hurul ¢ meliputi:

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dalam
Kawagan taman buru meliputi:

o foop

pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata berburu;
kegmatan penelitian;

kegiatan pengembangbiakan dan pelestarian satwa; dan
kegiatan penghijauan dan rehabilitasi kawasan.

e
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kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara

bersyarat dalam kawasan taman buru meliputi:

a. pemanfaatan kawasan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

b. pendirian bangunan untuk kegiatan vang mendukung
fungsi kawasan dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

. kegiatan berburu dilakukan secara terkendali, hanyva
pada hewan yang diizinkan untuk diburu dengan standar
keselamatan bagi pemburu  dan  masvarakat di
sekitarnva; dan

d. kegatan lain selain perburuan, vang dilalukan dengan
pengawasan  secara  terkendali pada  kegiatan
penangkaran dan penerapan standar keselamatan bag
pemburu dan masyarakat di sekitarnya.

kegiatan pemanfaatan ruang yvang tidak diperbolehkan dalam

kawasan taman buru vaitu kegiatan yvang merusak bentang

alam, dan mengubah ekosistemn kawasan, perburuan satwa
yvang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan, dan kegiatan
yang mengganggu fungsi taman buru,

sarana dan prasarana minimum dalam kawasan taman buru

meliputi:

a, sarana pengembangbiakan satwa bury dan sarana
berburu yang aman;

b. jalan patrol dalam kawasan dengan memperhatikan
aspek ekologs;

. pusat informasi;

. menara pengintai; dan

e. pos penjagaan perbatasan;

ketentuan lain dalam kawasan taman buru yvang dilewats

gistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus

mengikuti  ketentuan feknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budava sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:

1.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dalam

kawasan cagar budaya meliputi:

a] kegiatan penelitian dan pendidikan;

b} kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya.

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan secara

bersyarat dalam kawasan cagar budaya meliputi:

a] kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya
vang diawasl dengan ketat dan dilestarikan;

b} pendirian bangunan hanyva untuk menunjang kegiatan
pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan
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utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar
budava; dan

c] keglatan pariwisata.

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan dalam

kawasan cagar budayva meliputi:

a] kegiatan yang mengganggu S merusak [/ merubah [
menghilangkan kelestarian lingkungan dan situs cagar
budava; dan

b} kepiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya
masyarakat sctempat.

sarana dan prasarana minimum dalam kawasan cagar

budayva meliputi:

al taman;

b akses pejalan kala;

c] sarana penunjang kegiatan wisata tanpa merusak; dan
merubah fungsi Kawasan,

ketentuan lain dalam kawasan cagar budaya vang dilewati

gistemn jaringan sarana dan prasarana wilayah harus

mengikuti ketentuan tekmis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistermn mangrove

sehagamana dimaksud dalam Pasal 53 hurul & meliputi:

1.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam

kawasan ekosistern mangrove meliputi:

a)] keplatan pelestanan kawasan mangrove; dan

b} kegiatan penelitian dan pendidikan.

kegiatan pemanfaatan mang vang diperbolehkan secara

berayarat dalam kawasan ekozistem mangrove meliputi:

a] kegiatan wisata alam tanpa mengurang fungsi kawasan
schagai kawasan lindung; dan

b} bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana
dan prasarananya tanpa mengganggu dan merusak
vegetasi mangrove,

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan dalam

kawasan ekosistem mangrove meliputi:

a] kegiatan penebangan pohon mangrove; dan

bl kegiatan vang dapat mengubah, mengurangt luas,
mencemari dan fatau merusak ekosistem mangrove,

sarana dan prasarana mimmum dalam kawasan ekosistem

mangrove meliputi:

a] pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan
memperhatikan aspek ekologis;

b pusat informasi, dimaksudkan scbagai sarana
pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

] menara pengintai dan pos penjagaan; dan

e
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d] pembangunan jalur evakuasi bencana.

ketentuan lain dalam kawasan ekosistem mangrove yvang
dilewati sistem janngan sarana dan prasarana wilayah harus
mengikuti  ketenfuan teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Paragrafl 5
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidava
Pasal 59

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budidava sebagaimana
dimaksud dalam 4.3 ayat |5] huruf b meliputi;

L — 3 T

ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;

ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;

ketentuan umum 2onasi kawasan pergaraman;

ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri; dan
ketentuan umum 2onasi kawasan permukiman.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 huruf a baik berupa hutan produlsi
terbatas dan hutan produksi tetap meliputi:

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dalam

kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap

yvaitu kegiatan rehahbilitasi hutan;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara

bersyarat dalam kawasan hutan produksi ferbatas dan

hutan produksi tetap meliput:

1} kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentngan
pembangunan di  luar kegiatan kehutanan melalui
mekanisme kerjasama sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2] kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan
bawah tanah vang fidak mengakibatkan furunnyva
permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan
hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan
akuifer air tanah;

3} kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan;

4] penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan
vang mempunyail tujuan strategis, dlakukan berdasarkan
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Tukar
Menukar Kawasan Hutan sesul dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e
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(2]

5| penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan
untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

kegiatan pemanfaatan ruang yvang tidak diperbolehkan dalam

kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap

meliputi:

1} kegiatan penebangan pohon vang dilindungi; dan

2] kegiatan wvang mengganggu/merusak/menimbulkan
dampak negatil sehingga mengakibaikan terganggunya
fungs kawasan.

sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan

produlk=s:  terbatas dan hutan produks  tetap  vaitu

pembangunan  sarana prasarana  pengelolaan  dan

penggunaan kawasan hutan produkst yvang sesum dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;,

ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi terbatas dan

hutan produksi tetap vang dilewati sistermn jaringan sarana

dan prasarana wilayah harus mengikuti ketenfuan teknis

sesual dengan peraturan perundang-undangan;

ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi tetap

yvang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor

tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan

pemanfaatan kawasan hutan;

ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan

khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran

Xl wang merupakan bagpan tidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian schagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 huraf b meliputi;

a. ketentuan wumum zonasi untuk kawasan tanaman
pangan;

b, ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura;
dan

. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan.

Ketentuan umum =zonasi untuk kawasan tapaman pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan dalam
kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan pertanian
tanaman pangan mulai dari produksi dan penanganan
pasca panen tanaman pangan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara
bersyarat dalam kawasan tanaman pangan meliputi:

1) pendinian bangunan penunjang kegiatan pertanian
secara  terbatas  dengan syarat menunjang

e
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pengembangan pertanian dan tanpa menggangu

fungsi utama kawasan,

2) kegiatan agrowisata serta Sarana  prasarana
pendukungnyva dengan tetap mengutamakan fungsi
kawasan sebagai lanatman pangan;

3] kegiatan pengolahan  hasil tanaman  pangan
dilakukan sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4] kegiatan penelitian dan pendidikan; dan

3] kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan
tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman
pangan sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

kepiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan

dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan yvang

dapat merusak jaringan irigasi dan infrastrukiur
pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
sarana dan prasarana minimum dalam kawasan
tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan
prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman
pangan; dan

ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang

dilewati sistemn jaringan sarana dan prasarana wilavah

harus mengikuti  ketentuan  tekmis  sesual  dengan
peraturan perundang-undangan.

ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan

meliputi:

1] kawasan tanaman pangan vang bertampalan dengan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
memperhatikan:

d) kawasan tanaman pangan vang ditetaplkan
sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali
untuk kepentingan umum Sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bl pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan  dilakukan dengan menjamin
konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c| pengalibfungsian Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan untuk kepentingan umum
dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2] kawasan tanaman pangan vang bertampalan dengan
kawasan rawan bencana longsor memperhatikan:

a) kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan
dengan metode terasering dan tanaman penguat
tebing; dan

e
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b| pendirian bangunan penunjang keglatan
pertanian memperhatikan standar teknis
bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.

3] kawasan tanaman pangan vang bertampalan dengan
kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:

a) penvediaan sarana prasarana pengendali bamnjir;

bl penvediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan
gistem pompa serta pintu air; dan

¢ bangunan penunjang kegiatan pertanian harus
dilengkap dengan sistem kesiapsiagaan bencana
sesual dengan ketentuan teknis terkait.

4] kawasan tanaman pangan vang bertampalan dengan
kawasan rawan bencana tsunami meliputi:

a] menvediakan prasarana mitigasi  bencana
struktural berupa tanggul pemecah gelombang
dan/atau pelindung alami sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

b menvediakan mitigasi bencana non strukiural
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

¢ menvediakan sistem deteksi peringatan dind
bencana tsunami; dan

d| jalur evakuasi bencana,

g. ketentuan khusus in dipambarkan dalam peta ketentuan
khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam
Lampiran X1l vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(4] Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam
kawasan  hortikultura yaitu kegiatan tanaman
hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca
panen;

b. kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan secara
bersyarat dalam kawasan hortikultura meliputi:

1) pendirian bangunan penunjang Kegiatan pertanian
SECAra terbatas dengan syarat Menunjang
pengembangan pertanian dan tanpa menggangu
fungsi utama kawasan;

2] kegiatan aAgrowisata serta Sarana = prasarana
pendukungnyva dengan tetap mengutamakan lungsi
kawasan sebagail tanaman hortibultura;

3) kegiatan pengolahan hasil pertanian dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) kegiatan penelitian dan pendidikan; dan

3] kegiatan strategis untuk kepentingan umum sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehlcan
dalam kawasan hortikultura meliputi:

1] kegiatan yang dapat merusak infrastruktur pertanian
serta mengurang kesuburan tanah; dan

2] pembangunan yvang peruntukannyva bukan untuk
menunjang kegiatan pertanian,

d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan
hortikultura yaitu pembangunan sarana dan prasarana
untuk menunjang kegiatan pertanian hortikuliura;

e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura vang dilewati
sislem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus
mengikuti ketentuan teknis sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

f. ketentuan khusus dalam kawasan kawasan hortikultura
meliputi:

1) kawasan hortikultura wyang bertampalan dengan

Kawasan rawan bencana longsor memperhatikan:

a) kegiatan budidaya dilakukan dengan metode
terasenng dan tanaman penguat tebing; dan

bl pendirian bangunan penunjang kegiatan
pertanian memperhatikan standar teknis
bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.

2] kawasan hortikultura wvang bertampalaan dengan
kawasan rawan bencana Tsunami meliputi:

a) menvediakan prasarana mitigasi  bencana
struktural berupa tanggul pemecah gelombang
dan/atau  pelindung alami sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

b] menyediakan mitigasi bencana non  struktural
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

] menvediakan sistem deteksi peringatan dini
bencana tsunami; dan

d] jalur evakuasi bencana.

E. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan
khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam
lampiran X1l vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(4] Ketentuan umum zonasi untuk kKawasan perkebunan
sebapaimana dimaksud pada ayat |1) huruf ¢ meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yvang diperbolehkan dalam
kawasan perkebunan meliputi:

1] kegiatan budidaya tanaman perkebunan;

2] kegiatan produksi, pengolahan dan penanganan
pasca panen hasil perkebunan;

3] jasa perkebunan; dan

4] kegiatan penelitian dan pendidikan.
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Kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan secara

bersvarat dalam kawasan perkebunan meliputi:

1] kegiatan budidaya ternak secara terbatas dengan
mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha
pokol;

2] kegiatan agrowisata danj/atau sarana prasarana
pendukungnyva dengan mengutamakan tanaman
perkebunan sebagai usaha pokok;

3] kegiatan lainnyva yang bersifat strategis dengan tidak
mengubah fungsl utama kawasan perkebunan sesuail
dengan ketentuan perundang-undangan;

4] kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di
wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

5] kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungai
utama sebagai kawasan perkebunan; dan

6] kegiatan pemasaran hasil perkebunan.

kegiatan pemanfaatan ruang vang tidak diperbolehkan

dalam kawasan perkebunan meliputi:

1) Eegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan
cara membalkar;

3] kematan budidaya yang mengurang atau merusak
fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
dan

3] kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

sarana  dan  prasarana  minimum  dalam kawasan

perkebunan vartu:

1) jalan dan jembatan; dan

2] bangunan penunjang kegiatan perkebunan.

ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yvang dilewati

gistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus

mengikutl ketentuan teknis segual dengan peraturan
perundang-undangan.

ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:

1) kawasan perkebunan yang bertampalan dengan
kawasan rawan bencana longsor memperhatikan:

4] kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan
dengan metode terasering dan tanaman penguat
tebing; dan

b pendirian bangunan penunjang kegiatan
perkebunan  memperhatikan  standar  tekmis
bangunan yang scsual dengan kondisi lokasi,

2] kawasan perkebunan yang bertampalan dengan
kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:

a] penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
dan
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b] bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus
dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana
sesuai dengan ketentuan teknis terkait.

3] kawasan perkebunan yang bertampalan dengan
kawasan rawan bencana tsunami meliputi:

a) menvediakan  prasarana mitigasi  bencana
strukiural berupa tanggul pemecah gelombang
dan/fatau pelindung alami =esuai dengan
ketentuan perundang-undangas;

bl menvediakan mitigasi bencana non  struktural
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c| menyediakan sistem deteksi peringatan dini
bencana tsunami; dan

d] jalur evakuasi bencana.

ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan
khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam
Lampiran XIIT dalam Peraturan Daerah vang merupakan
bagpan tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah .

Pasal 62

Retentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 huruf ¢ yaitu ketentuan umum zonasi
untuk kawasan perikanan budidava meliputi:

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dalam
kawasan perikanan budidava meliputi:

1
2

kepiatan budidaya dan penangkapan perikanan; dan
kegiatan penelitian dan pendidikan;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara
berayarat dalam kawasan perikanan budidaya meliputi:

1

2|

3]

4)

kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak
lingkungan;

pengembangan SArana prasarana pendukung
pengembangan perikanan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

kegiatan wisata dilakukan secara terbatas dengan
mengutamakan kegiatan perikanan sebagai usaha pokok;,
dan

kepiatan lainnva wvang bersifat strategis dengan todak
mengubah fungsi utama kawasan perikanan budidava
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam
kawasan perikanan budidaya meliputi:

1)

2

kegiatan pemanfaatan budidaya perikanan yang merusak
kualitas air dan tanah, serta elosistem lingkungan; dan
kegiatan perikanan budidaya yvang merusak ekosistem

mAangrove,
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sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertkanan
budidayva vaitu sarana prasarana vang mendukung kegiatan
perikanan budidaya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

ketentuan lain dalam kKawasan perikanan budidayva vang
dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus
mengikuti  ketentuan teknis sesumd dengan  peraturan
perundang-undangan;

ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budidayva
mehiputi:

1] kawasan perikanan budidaya yvang bertampalan dengan

kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:

a)] pembuatan sarana sistem pengendali banjir; dan

bl bangunan berupa penunjang keplatan  penkanan
budidaya sesual dengan ketentuan teknis terkait.

2] kawasan perikanan budidava vang bertampalaan dengan
kawasan rawan bencana tsunami meliputi:

a) menvediakan prasarana mitigasi bencana struktural
berupa tanggul pemecah  gelombang dan/fataw
pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;

b menyvediakan mitigasi bencana non strukiural sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

] menvediakan sistem deteks: peringatan dim bencana
tsunami; dan

d] jalur evakuas bencana.

ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan
khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran
X1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 63

Ketentuan wumum zonasi kawasan pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 huruf d meliputi:

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dalam

kawasan pergaraman meliputi:

1} kegiatan produlksi garam; dan

2] kegatan penelitian dan pendidilkan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara

bersyarat dalam kawasan pergaraman meliputi:

1] kegatan produlsi garam tanpa merusak ingkungan;

2] pengembangan BArAna prasarana pendukung
pengembangan produksi garam sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3] kegiatan wisata dilakukan secara terbatas dengan
mengutamakan kegiatan pergaraman scbagai usaha
pokok; dan
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4] kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak
mengubah fungsi utama kawasan pergaraman sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam

kawasan pergaraman meliputi:

1] kegiatan produksi garam vang merusak ekosistem
lingkungan; dan

2] kegiatan pergaraman vang merusak ekozistem mangrove,

sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pergaraman

yaltu sarana prasarana vang mendukung  kegatan
pergaraman sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-
undangan;

ketentuan lain dalam kawasan pergaraman yvang dilewati

sistem  jaringan sarana dan  prasarana  wilayah harus

mengikuti  ketentuan teknis sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

ketentuan khusus dalam kawasan pergaraman meliputi:

1] kawasan pergaraman yvang bertampalan dengan kawasan
rawan bencana banjir memperhatikan:

a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir; dan

bl bangunan berupa penunjang kegiatan pergaraman
sesual dengan ketentuan teknis terkait.

2] kawasan pergaraman vang bertampalan dengan kawasan
rawan bencana tsunami meliputi:

a) menvediakan prasarana mitigasi bencana struktural
berupa tanggul pemecah  gelombang  danfatau
pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;

b] menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c] menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana
teunami; dan

d) jalur evakuasi bencana.

ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan

khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran

Xl wvang merupakan bagian tidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan  imdustri

sehagammana dimaksud dalam Pasal 59 hurul e meliputi:

kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dalam
kawasan peruntukan industri meliputi:

1] bangunan imdustrs;

2] pergudangan terminal barang; dan

3] jasa penunjang kegiatan industo;

kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara
bergyarat dalamm kawasan peruntukan industri wvaitu
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penambahan sarana prasarana lain penunjang kawasan
peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;

kegiatan pemanfaatan ruang yvang tidak diperbolehkan dalam
kawasan peruntukan industri meliputi:

1} kegiatan industri wvang menvebabkan kerusakan

lingkungan;
2] kegiatan industri yang berbatasan langsung dengan
kawasan permukiman;

sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan

industri meliputi;

1] sarana dan prasarana penunjang kawasan sesual dengan
ketentuan perundang-undangan;

2] jaringan air bersih;

4] Jaringan listrik;

4] jaringan telekomunikasi;

8] ruang terbuka hijau;

6] jalur dan ruang evakuasi bencana; dan

7] instalasi pengolahan limbah;

ketentuan lain dalam kawasan peruntukan industri yvang

dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus

mengikuti  ketentuan feknis sesual dengan peraturan

perundang-undangan;

ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industn

meliputi:

1] kawasan peruntukan mmdustn yang bertampalan dengan

Kawasan rawan bencana banjir memperhatikan:

a) penyediaan sarana dan prasarana pengendali bamnjir
yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
dan

b] konstruksi bangunan  berupa memperhatikan
ketentuan teknis terkait,

2] kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan

Kawasan rawan bencana Tsunami meliputi:

a) menyvediakan prasarana mitigasi bencana struktural
berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau
pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;

b menvediakan mitigasi bencana non struktural sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

] menyvediakan sistem detels: peringatan dimi bencana
taunami;

3) kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan
kawasan sempadan pantai meliputi:

a) pemanfaatan ruang untuk pelabuhan laut yang
ditetaplean berdasarkan  ketentuwan  perundang-
undangan;
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b] pemanfaatan ruang untuk pembangkit tenaga listrik
vang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan; dan

] penyediaan bangunan pengamanan pantai buatan
mengikuti ketentuan teknis sesual dengan ketentuan
perundang-undangan;

ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan
khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam lampiran
Xl wang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

ketentuan umum zonasi kawasan permuliman sebagaimana

dimaksud dalam pasal 59 huruf f meliputi:

a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman
perkotaan; dan

b, ketentuan umum zonasi unfuk kawaszan permukiman
perdesaan.

ketentuan wumum zonasi untuk kawasan permukiman

perkotaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a

meliputi:

a, kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan pada
kawasan permukiman perkotaan meliputi;

1] pembangunan perumahan; dan

2] sarana dan prasarana pelayanan umum.

b. kegiatan kegiatan pemanfaatan ruang Yang
diperbolehkkan secara  bersyarat pada Kawasan
permukiman perkotaan meliputi;

1] kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidak
mencemari  lingkungan, dan dilengkapi kajian
pendukung lainnya sesuai ketentuan,

2) pengumpulan dan pengangkutan limbah serta
bangunan pengolahan, penyaluran, dan
penampungan  limbah  dengan  syarat tidak
mengEangeu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan
non tempat tnggal;

3 pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah
dan daur ulang dengan svarat tidak mengganggu
kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat
tinggal;

4] bangunan ketenagalistrikan dan instalasi hstnk
sesual  dengan ketenfuan  peraturan  perundang-
undangan;

3] sarana perdagangan dan jasa;

f) sarana perkantoran; dan

7] kegiatan  wisata beserta bangunan  sarana
kepariwisataan;
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kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehlcan

pada kawazan permukiman perkotaan meliputi;

1) kegiatan industn skala besar;

2] kegiatan pertahanan dan keamanan ferfentu yang
berdampak pada lingkungan; dan

3] kegiatan yvang menghalang dan/atau menutup lokasi
dan jalur evakuasi bencana.

ketentuan sarana prasarana minimum uniuk kawasan

permukiman perkotaan melipuii:

1] kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana
permukiman vang terpadu  berdasarkan standar
pelayanan  mimimal sesua dengan  ketentuan
perundang-undangan;

2] prasarana mehputi  jaringan  jalan,  janngan
ketenagalistrikan, jaringan air minum, jaringan
telekomunikasi, sistemn pengolahan air limbah,
jaringan drainase, dan jaringan persampahan;

3] Ruang terbuka hijau; dan

4] Jalur dan ruang evakuasi bencana.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan

permukiman perkotaan meliputi pengembangan kawasan

perkotaan diarahkan dengan besaran Koefisien Wilayah

Terbangun paling besar 70 (tujuh puluh] persen dari

luasan kawasan perkotaan;

ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan

vang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana

wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ketentuan khusus dalam kawasan permukiman

perkotazn meliputi:

1] ohjek pertahanan dan keamanan vang berada di
kawasan permukiman perkotaan memperhatikan
ketentuan teknis sesuai  dengan perundang-
undangan;

2) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan
dengan kawasan TaAWan bencana longsor
memperhatikan;

a) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik
struktural maupun non struktural;

b) dilarang pembangunan permuliman baru;

¢ permukiman vang sudah ada dilakukan
konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan
konstruksi bangunan sesual dengan standar
telkmnis;

d] pembuatan papan informasi dan tanda-tanda
lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;

¢| menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana;

e

Dipindai dengan CamScanner



3)

4

5

-&Gl -

kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan

dengan kawasan rawan bencana banjir

memperhatikan:

A penvediaan sarana dan prasarana pengendali
banjir vang terintegrasi dengan sistem drainase
sekitarnya;

bl konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan
teknis terkait,

¢] pemaniaatan air hujan dilakukan dengan cara
membuat kolam pengumpul air hujan, sumur
resapan, dan lubang resapan biopori;

d] penvediaan sarana peringatan dini dan pembenan
informasi intensitas curah hujan tingg; dan

] menvediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.

kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan

dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:

a8) menyediakan sarana mitigasi bencana strultural
dan non struktural sesuai dengan standar teknis;

b] menyediakan sistem deteksi peringatan  dini
bencana tsunami; dan

<] menvediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.

kawasan permukiman perkotaan vang bertampalan

pada kawasan sempadan pantai dan sungai vaitu
tidalk diperbolehkan pendinan bangunan baru.

(3] EKetentuan wumum zonasi untuk kawasan permukiman
perdesaan sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada
kawasan permukiman perdesaan meliputi;

1

<)
3]
4)

pembangunan perumahan dengan intensitas rendah
sampal sedang,

sarana perdagangan dan jasa;

sarana perkantoran; dan

sarana dan prasarana pelayanan umum.

h. kegiatan pemanfaatan ruang vang diperbolehkan dengan
syarat pada kawazan permukiman perdesaan meliputi;

1)

4]

kegiatan industri kecil menengah dengan syarat tidalk
mencemari  lingkungan, dan dilengkapi kajian
pendukung lainnya sesuai ketentuan;

pengumpulan  dan pengangkutan limbah  serta
konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan
penampungan  limbah  dengan  syarat  tidak
mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan
non tempat tinggal;

pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah
dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu
kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat
tingeal;

e
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4] bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik
dengan svarat pengaturan jarak aman dengan fungsi
hunian dan tempat kegiatan;

3] pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat
tidak menggangsil fungsi LLarma kawasan
permukiman pedesaan; dan

6] kegiatan pariwisata vang bersinergis dengan kawasan
permukiman dengan svarat tidak mengganggu
masyarakalt, tidak mencemari lingkungan.

keplatan  keglatan pemanfaatan ruang yang  tidak

diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan

meliputi;

1] kegiatan industri skala besar;

2] kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang
berdampak pada lingkungan; dan

3] kegiatan vang menghalang dan/atau menutup lokasi
dan jalur evakuasi bencana serta keglatan yang
mengrangeu fungsi kawaszan permukiman pedesaan,

ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan

permukiman perdesaan meliputi;

1] kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana
permukiman yang terpadu berdasarkan standar
pelayanan minimal sesual  dengan ketentuan
perundang-undangan;

2] prasarana dan utilitas permukiman meliput jaringan
jalan, jaringan energl, jaringan air minum, jaringan
telekomunikasi, sistem  pengolahan  air  limbah,
jaringan drainase, dan jarngan persampahan;

3) penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan

4] jalur dan ruang evakuasi bencana.

ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan

vang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana

wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

ketentuan khusus dalam kawasan permukiman

perdesaan meliputi:

1] objek pertahanan dan keamanan vang berada di
kawaszan permukiman perdesaan memperhatikan
ketentuan  teknis sesuai  dengan  perundang-
undangan;

2] kawasan permukiman perdesaan vang bertampalan
dengan kawasan TEWADN bencana longsor
memperhatikan;

g) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik
struktural maupun non struktural;

b) dilarang pembangunan permukiman baru;

| permukiman vang sudah ada | dilakukan
konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan

e
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konstruksi bangunan sesual dengan standar
teknis;

d] pembuatan papan informasi dan tanda-tanda
lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan

] menvediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.

kawasan permukiman perdesaan vang bertampalan

dengan kawasan rawan bencana banjir
memperhatikan:

a) penvediaan drainase dan dengan prasarana
pengendall banjir yang terintegrasi dengan sistem
drainase sekitarnya;

bl konstruksi banpunan berupa memperhatikan
ketentuan teknis terkait bangunan vang adaptif
terhadap bencana banjir;

c¢|] pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara
membuat kolam pengumpul air hujan, sumur
resapan dan lubang resapan biopori;

d] penvediaan lokasi evakuasi dan penampungan
sementara jika terjadi bencana banjir; dan

€] penvediaan sarana peringatan dini dan pemberian
informasi intensitas curah hujan tngg.

kawasan permukiman perdesaan yang bertampalaan

dengan kawasan rawan bencana tsunami meliputi:

a] menvediakan prasarana  mitigasi bencana
struktural berupa tanggul pemecah gelombang
danfatau pelindung alami sesuai  dengan
ketentuan perundang-undangan;

b] menvediakan mitigasi bencana non  struktural
secaual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c| menyediakan sistem deteksi peringatan dini
bencana tsunami; dan

d] menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.

kawaszan permukiman perdesaan vang bertampalan

pada kawasan sempadan pantal dan sungai yaitu
tidak diperbolehkan pendirian bangunan baru,

Eetentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan
khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran

pAll

yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dar

Peraturan Daerah mi.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Fuang
Paragraf 1
Umum
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Pasal 66

Penilaian  pelaksanaan pemanfaatan ruang scbagaimana

dimaksud pada Pasal 42 avat (2] huruf b dilaksanakan uniuk

memastikan;

a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang; dan

b, penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Buang
Pasal 67

(1] Penilaian pelaksanaan kesesusmian keglatan pemanfaatan
ruang schagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf a, terdiri
dari:

a. penilalan kepatuhan pelaksanaan KKPE; dan
b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(2] Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf a dilakukan dengan periode
penilaian:

a. selama pembangunan, dilakukan uniuk memastikan
kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan
KEPE dilakukan paling lambat 2 (dua| tahun sejak
diterbitkannya KEFPE apakbila diternukan
inkonsistensi ftidak dilaksanakan, maka akan dilakukan
penvesuaian; dan

b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan
kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam
KEPE apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan
pengenaan sanksl,

i3] Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah dan
dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, hasil
penilaian pelaksanaan KKFE dituangkan dalam bentuk
tekstual dan spasial

4] Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KEFPR
sehagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, dilakukan
untuk memastikan kepatuhan pelaku
pembangunan fpemohon terhadap tahapan dan persyaratan
perolehan KKPR, dengan ketentuan:

a. apabila KKPE diterbitkan tidak melalui prosedur vang
benar, maka KKPR batal demi hukum; dan

b. apahila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka
KKFPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian
vang layak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 68

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang termasuk juga penilaian pernyvataan mandiri pelaku
Usaha Mikro Kecil,

Penilaian pernvataan mandiri pelaku Usaha Mikre Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1] dilaksanakan untuk
memastikan kebenaran pernyataan mandiri yvang dibuat oleh
pelaku Usaha Mikro Kecil, apabilla ditemukan
ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Eencana Tata Ruang
Pasal 69

Penilaian perwujudan rencana tata ruang schagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, terdiri dari penilaian
perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
dilakukan dengan:
a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang
dilakukan terhadap:
1] kesesuaian program;
2 kesesumian lokasi; dan
3] kesesuadan wakiu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
TUANE dengan penyandingan pelaksanaan
pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jariangan prasarana terhadap rencana struktur
ruang.
b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang
dilakukan terhadap:
1] kesesuaian program;
2) kesesuaian lokasi; dan
3] kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
ruang dengan penyandingan pelaksanaan program
pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan
periznan berusaha, dan hak atas tanah terhadap
rencana pola ruang.
Penilaian perwujudan rencana tata ruang menghasilkan
kajian berupa:
a. muatan terwujud;
b. belum terwujud; dan
c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesual.
Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakuakan secara
periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan
kembali RTR.
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Tata cara penilaian perwujutan RTR dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentifl dan Disinsentfl
Paszal 70

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2] huraf ¢ merupakan ketentuan yang
ditetapkan oleh Pemenntah Daerah untuk mendorong
pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesual dengan rencana
tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yvang
tidak scaual rencana tata ruang.

Insentif  diberikan untuk  memotivasi, mendorong,
memberikan daya Tarik, dan/atau memberikan percepatan
terhadap kegiatan pemanfaatan ruang vang memilild nilai
tambah pada zona vang perlu didorong pengembangannya.
Diginsentif  dikenakan untuk mencegah dan /atau
memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang
yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal
berpotensi melampaui dava dukung dan daya tampung

lingkungan,
Pasal 71

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam
pemanfaatan ruang wilayvah kabupaten dilakukan oleh
pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh
Instansl berwenang sesual dengan kewenangannyva.

Pazal 72

Ingentil vang diberikan kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1], terdiri atas:

a, ingentil vang diberikan untuk kegiatan perlindungan
kawasan pertanian pangan berkelanjutan, vaitu dalam
bentuk:

1] pengembangan infrastrukiur pertanian;

2] pembiavaan penelitian dan pengembangan benih dan
varietas unggul;

3] kemudahan dalam mengakses informasi dan
teknologs;

4] penyediaan sarana dan prasarana pertanian;

5) jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada
lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau

&) penghargaan bagl pertani berprestas: tinggl.

e
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insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan

ruang vang mendukung pengembangan kawasan

pariwisata alam untuk publik vaitu dalam bentuk:

1] keringanan pajak daerah;

2] pemberian kompensasi;

3] subsidi silang;

4] pembangunan seria pengadaan infrastruliur;

2] kemudahan progedur perizinan; dan/atau

6] pemberian penghargaan kepada masyarakat, swastia
dan fatau pemerintah daerah.

Eetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Diginsentif yvang dikenakan kepada masvarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1], terdiri atas:

.

disinsentiif yvang diberikan untuk kegiatan vang berada

pada kawasan sempadan pantai, vaitu dalam bentuk:

1) pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa
komersil vang berada pada kawasan sempadan pantai
dan sungai;

2] penyediaan jalur pedesterian sepanjang pantai untuk
publik;

3] penyediaan ruang terbuka hijau publik;

4] penyediaan akses publik menuju pantai; dan

3] membuat bangunan pengaman pantad.

disinsentif vang diberikan untuk kegiatan pertambangan

batuan, yaitu dalam bentuk:

1] pengenaan pajak tinggi terhadap kepiatan
pertambangan batuan pada kawasan permukiman
dan kawasan pariwisata; dan

d] persyaratan khusus dalam perizinan.

disingentiil wvang diberikan terhadap kegiatan vang

melebihi KDB dan KLB, yaitu dalam bentuk:

1] pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan KDB
dan KLE:;

2] penvediaan fasilitas umum; dan

3] persyaratan khusus dalam perizinan.

pengenaan pajak yang tinggi vang disesuaikan dengan

besarnva biaya wvang dibutuhkan untuk mengatasi

dampak akibat pemanfaatan ruang; dan

pembatasan penvediaan SATANA dan prasarana

infrastrulctur, pengenaan kompensasi dan penalti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
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Arahan Sanksi
Pasal 74

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 avat
[2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam
pengenaan sanksi administratif kepacda:

a. pemanfaatan ruang vang Udak sesual dengan RETRW
Kabupaten;

b. pemanfaatan ruang wvang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang vang diberikan oleh pejabat yang
berwenang,

c. pemanfaatan ruang vang tdak sesus dengan
persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang; dan/atau

d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap
kawasan vang dinyatakan oleh peraturan perundang-
undangan sebagal milika umum,

Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada avat (1]

dapat berupa :

a. peringatan tertulis;

denda administratil;

penghentian sementara kegiatan,

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan kKesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang

dilakukan dalam hal pelaksanasn kegiatan pemanfaatan

ruang tdak sesual dengan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Euang;

g pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar;

h. pembongkaran bangunan; dan

i. pemulihan fungsi ruang,

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dikenakan kepada setiap orang yvang tidak menaati rencana

tata ruang vyang telah ditetapkan vang mengakibatkan
perubahan fungsi ruang.

Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana

dimaksud pada avat (3] dilakukan melalui audit Tata Ruang.

Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuad dengan

kewenangannya.

Hasil audit Tata Ruang sehagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang

dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan

ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

=0 A0 o
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Ketentuan lebih  lanjut mengenali audit Tata Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5] diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang vang telah
ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3] dan tidak
mematuhi ketentuan Pemanfaatan EBuang dalam rencana
tata ruang schagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)
meliputi:
a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memliki Kesesualan
Kegiatan Pemanfaatan Fuang; dan/atau
b. Pemanfaatan Ruang vang tidak mematuhi ketentuan
dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,
Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang
yang menghalangli akses terhadap kawasan wvang oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan dinvatakan
sebagai milik umum,
Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada
ayat [2] dapat berupa penutupan akses secara sementara
MAUPUN PETMANEN.

Pasal 76

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratil
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

i1
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BAB IX
KELEMBAGAMN

Pagal 77

Dalam rangka penyelenggarasn penatasn ruang secara

partisipatf Bupatl dapat membentuk Forum Penataan Ruang

dan kerjasama antarsektor/antardaerah bidang penataan

ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang;

Pelaksanaan Forum Penataan Fuang di daerah dilakukan

dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait

pelaksanaan penataan ruang;

Keanggotaan Forum Penataan Huang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1] terdiri atas:

a. instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah
bersifat ex-officio;

b. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi
atas permintaan Bupati;

e
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c. anggota asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi
Akademisi atas permintaan Bupati; dan

d. tokoh masyarakat yang ditunjuk cleh Bupati

Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang

dimaksud pada avat (3] berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; dan

. keanggotaannya dicabut,

Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (3] berlaku 5 (lima|] tahun sejak

ditetapkan, dapat dievaluasi sewakiu-waktu.

Hasill evaluasm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat

dijadikan dasar penetapan atau penggantian keanggotaan

Forum Penataan Ruang;

Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan

Fuang di Kabupaten Jeneponto diatur dengan Keputusan

Bupat.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PEMATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal T8

Dalam kegiatan mewnjudkan pemanfaatan ruang wilayah,
masyarakat berhak:

berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
menikmati manfaat ruang dan fatau pertambahan nilai ruang
sebagai akibat dari penataan ruang;

mempercleh pengpantian vang layak atas kondisi vang
dialaminva sebagai akibat pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang sesual dengan rencana tata ruang;
mendapat  perlindungan dar  kegiatan-kegiatan  yang
merugikan; dan

mengawasi pihak-pihak yvang melakukan penyvelenggaraan
tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 79

Kewanban masvarakat dalam penatasn ruang wilayah, terdiri
alas;

B
b.

mentaatl rencana tata ruang vang telah ditetaplkan;
memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR yang diberikan;
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mematuhi ketentuan vang ditetapkan dalam persyaratan
KKPE; dan

memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyvatakan sebagai milik
UM,

Pasal 80

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 dilaksanakan dengan
mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan
aturan-aturan penataan ruang vang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang vang dilakukan
masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan
sepanjang memperhatikan [akior-faktior dava dukung
lingkungan, estetika hngkungan, lokas, dan struktur
pemanfaatan ruang serta dapat menjamin  pemanfaatan
ruang yvang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyaralkat
Pasal 81

Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap
tahapan yang meliputi:

a. perencanaan tata ruang,

b. pemanfaatan ruang; dan

c. penpgendalian pemanfaatan ruang.

Peran masvarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya
dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.

Pasal 82

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang
schagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1] huruf a dapat
berupa:

memberikan masukan mengenai:

1] persiapan penyusunan rencana tata ruang,

2] penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3] pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau
kawasan;

4] perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

3] penelapan rencana fata ruang.

melakukan kerja sama dengan pemernntah, pemenntah

daerah danj/atau sesama unsur masyvarakat dalam

perencanaan tata ruang.

Dipindai dengan CamScanner



L

Pasal 83

Bentuk peran masvarakat dalam  pemanfaatan  ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1] huruf b dapat
berupa:

a.
b.

masukan mengenal kebijakan pemanfaatan ruang;

kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan
ruang;

kegiatan memanfaatkan ruang yvang sesual dengan lkearifan
lokal dan rencana tata ruang yvang telah ditetapkan;
peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan
ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal
serta  sesual dengan  ketentuan peraturan  perundang
undangan;

kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan
serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bentuk peran masvaraskat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) hurufl ¢
dapat berupa:

a.

i
(2)
(3]

masukan terkait arahan danfatau peraturan zonasi,
perizinan, pemberian  insentif dan  disinsentif serta
pengenaan sanlosi;

keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan
rencana tata ruang vang telah ditetapkan;

pelaporan kepada instansi dan fatau pejabat yvang berwenang
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau
pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang vang melanggar
rencana tata ruang vang telah ditetapkan; dan

Pengajuan keberatan t(erhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembanpunan yang dianggap tidak
sesuai dengan rencana tata ruang,

Pasal 85

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat
disampaikan secara langsung dan fatau tertulis.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada awvat (1)
dapat disampaikan kepada Bupati.

Peran masyvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah
terkait yang ditunjuk oleh Bupati,
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Pasal 86

Dalam rangka meningkatkan peran masvarakat, pemerintah
daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan
ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 87

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X1
FENYIDIEKAM
Pasal 88

(1] Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu i lingkungan
Pemerintah Daerah wang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus
sebagai  penvidik untuk membantu  Pejabat  Penvidik
Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hulum Acara
Pidana.

(2] Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN FIDANA
Pasal 89

il] Setiap orang vang dalam melakukan wusaha dan/atau
kegiatannva memanfaatkan ruang vang telah ditetapkan
tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang
schagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 74 ayat (1] huruf
a, vang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana
dengan pidana penjara sesuai  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2] Apabila tindak pidana sehagaimana dimaksud pada ayat (1]
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau
kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang,
pelaku dipidana sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 90

(1] Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebaimana

e
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dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1] huruf b, yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan
pidana penjara sesuai ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau
kerusakan barang, pelaku pidana atau mengakibatkan
kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan
perundang.

Pasal 91

Setiap orang vang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan
dalam persvaratan kesesusian kegiatan pemanfastan ruang
schagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana
penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BaB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 92

Eencana tata ruang wilavah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

a.

b.

i1
2]

(3]

penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
daerah;

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di
wilayah kabupaten;

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antar selktor;

menctapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 93

Jangka waktu HTEW kabupaten adalah 20 [dua puluh)

tahun.

ETEW Kabupaten ditinjau kembali 1 [satu] kali pada setiap

periode 5 (lima) tahunan.

Peninjauan kembali RTEW Kabupaten dapat dilakukan lebih

dari 1 (satu| kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi

perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara vang ditetapkan dengan
UndanglUndang;

¢. perubahan batas wilayvah daerah vang ditetapkan dengan
Undang-Undang; dan
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- 75 -

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Peninjauan kembali RETRW kabupaten dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ETEW kabupaten dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta
yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Eencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran

Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomar

210], dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua

peraturan pelaksanaan vang berkaitan dengan penatan

ruang daerah vang telah ada dinvatakan berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan

Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. 1zn pemanfaatan ruang dan/atau KEPR kesesualan
ruang vang telah dileluarkan dan telah sesual dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai
dengan masa berlakunya;

b, izin pemanfaatan rang dan/fatau KKPE wvang telah
dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1] untuk vang belum dilaksanakan pembangunannva,
izin pemanfaatan ruang dan/atau KKFRE tersebut
digesuaikan dengan Mungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Daerah ini;

2] untuk vang sudah dilaksanakan pembangunannya,
dilakiukan penvesuaian dengan masa transis
berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
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3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya
dan tidak memungkinksn  uniuk  dilakukan
penyesuaian dengan fungal lkawnsan herdaearkan
Peraturan Dasrsh o, izin pemanfaatan  ruang
dan/atau  KKPR wyeng telah  diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap Werigian yang tmbul
schagal akdbat pembmiulen jeln pemanfastan rusng
than futay KKPE tersebut dapst diberilian penggantian
yang layole.

¢, pemanfastan ruang di deernh yang diselenggarako
tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan

Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan

dengan Pernturan Daciah Inl; dan

. pemanfamtan ruang yang sesuai dengan  ketetentusn

Peraturan Dacrah ini, apar dipercepat untuk

mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTLIF
Pasal 95

Peraturan Daernh inl mulai berluku pada tanggal diundangkan.
Agar setinp vrang mengetahuinys, memerinlahkan pengundangan
Peraturan Daernh inl dengan penempatannyn dalam Lembaran
Daucrah Kahupaten Jeneponta,

Ditetapkan di Jenepanto
Pada Tanggal 8 Februar 2022

RUPATL JENEPONTOQ,

Niundangkan di Jensponto
- Puds taoggal B Februar

DUPATEN JENEPONTO TAHUN 20232 NOMORK 320

ERIBARAN DAERAH
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMEPONTO
TAHUN 2022 - 2042

PENJELASAN LIMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tehun 2007 tentang
Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang wilayah Nasional,
wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara
terpadu dan tidak dipisah- pisahkan. Selanjutnya, dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai
wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.
Eencana tata ruang wilayah [RTRW) disusun untuk mengantisipasi
pemanfaatan ruang vang berkembang secara dinamis, baik di dalam
daerah kabupaten maupun dalam kaitannya dengan daerah laimn
diseldtarnya. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten disusun dengan
memperhatikan dinamika pembangunan yvang berkembang antara lain
isu globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, kessimbangan
perkembangan antar kabupaten (kota, kondisi fisik wilayah kabupaten,
dampak lingkungan dari pembangunan, pengembangan potensi lahan
dan laut, pemanfaatan ruang perkotaan, dan peranan teknologi dalam
upava pemanfaatan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, upaya pembangunan
kabupaten harus dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pemanfaatan ruang vang efektif agar seluruh sumber
daya vang ada dapat diarahkan agar berhasil guna dan berdaya guna.
Untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan
keserasian pembangunan di segala aspek vyang secara spasial
dirumuskan dalam RTRW Kabupaten.

Wilayah Kabupaten Jeneponto memiliki sumberdaya ruang vang
lengkap. Dari sisi topologi ruang daratan, Jeneponto memilikd wilayah
pesisir dengan panjang garis pantai 114 km, wilayah dataran rendah
[zona tengah) dimana terdapatnya berbagai komoditas tanaman
pangan, dan zona atas [dataran pegunungan]. Berkaitan dengan
pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam
satu ketentuan peraturan perundangan dalam hal ini PERDA. Wilavah
Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW| Kabupaten
Jeneponto adalah Kabupaten .Jeneponto dalam pengertian wilayah
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administrasi, yang saat ini terdini atas 11 Kecamatan. Luas wilayah
Kabupaten Jeneponto kurang lebih 79.593 Ha. Secara administratif
Kabupaten Jeneponto terbagl atas 11 Kecamatan vang terdin darn 31
kelurahan dan 82 desa. Kecamatan yang dimaksud meliputi
Kecamatan: Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, Bontoramba,
Binamu, Turatea, Batang, Arungkeke, Tarowang, Kelara, dan Rumbia.
Mamun, dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan  struktur
ruangnya, juga diperhatikan keterkaitan antara wilayah perencanaan
dengan wilayah lain {dalam hal i hirarto wilayah di atasnya dan yang
setaral. Secara geografis Kabupaten Jeneponto terletak pada 5° 23°712°
- 5" 421 ,2° Lintang Selatan (LS) dan 119° 297 12° - 119° 56° 44,9" Bujur
Timur (BT), dengan batas-batas sebaga berikut: Kabupaten Gowa dan
Takalar di sebelah Utara, Kabupaten Bantasng di sebelah Timur,
Kabupaten Takalar di sebelah Barat, dan dengan Laut Flores di sebelah
Selatan.

Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto adalah proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang vang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten
di wilayah wvang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka
optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdava daerah
untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi
kebutuhan pembangunan ekonomi, sesial, dan budaya, yang
berwawasan lingkungan, serta menciptakan peluang pembangunan
melalui alokasi investasi secara efisien, bersinergi antar wilayah, dan
dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan
wilayah Kabupaten Jeneponto untuk tercapainya kesejahteraan
masyarakat.

Dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Jeneponto harus sesual dengan Hencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Jeneponto vang disepakati, untuk mencapai tujuan
dan sasaran penataan ruang vang berkeadilan dan berkesimbangan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5
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Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas vang menjadi garis
besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara
termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan
ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Euang Wilavah
Kabupaten®™ adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan
penataan ruang.

Pasal ¥

Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang
mencakup sistem perkotaan wilavah kabupaten yang berkaitan
dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan
Jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilavah kabupaten selmin untuk melayani
kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan
transportasi, sistem  jaringan  energi, sistem  jaringan
telebbomunikas, sistem janngan sumber daya air, serta sistem
jaringan prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu
kabupaten.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Fasal 11

Culup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pagal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
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Cukup jelas

Pasal 20

Culup jelas

Pasal 21

Pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distrnibus
peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan
ruang untuk fungsi lindung dan budidava vang dituju sampai
dengan alkhir masa berlakunya ETEW kabupaten (20 tahun) vang
dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten yang dituju sampal dengan akhir masa berlakunya
perencanaan 20 tahun.

Pasal 22

Cukup jelas
Pasgal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Paszal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Kawasan Strategs adalah wilayah vang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik
dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap
ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayvagunaan
sumber daya alam dan teknologi tinggi
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Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Paszal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Culup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Dipindai dengan CamScanner
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Cukup jelas
Pasal 58

Culup jelas
Paszal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal GE

Cukup jelas
Paszal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76

Cukup jelas
Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas
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Pasal 79

Cukup jelas
Pasal 80

Cukup jelas
Pasal 81

Cukup jelas
Pasal 82

Cukup jelas
Pasal B3

Cukup jelas
Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86

Cukup jelas
Pasal 87

Cukup jelas
Pazal B8

Cukup jelas
Pasal 89

Cukup jelas
Pasal 90

Cukup jelas
Pasal 91

Cukup jelas
Pasal 92

Culup jelas
Pazal 93

Cukup jelas
Pasal 94

Cukup jelas
Pasal 95

Cukup jelas
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Fahin 2022

. s I.““:nrmp:m 104, jolan lokal pramer, don palan | gk ungan Prmes
— Nama RuAs Panjang '[':';“1 :
Al Beroanghng 24 02
Alln - Marayoka Pappalluani . 54
Balangtoddo Punagayya - Ujunga 558
pelokallong I mbo — 23
Ihendaanging rombolo - Bontokas " T
Theanyloar atininl mallasoro T
Pontonappo TR | I?.ﬁ; l‘
Duludoang, - Darana - Bts. fakalat _________ —T7%
Ih|||p||nplmn|m.| I'.ul..un'lmta 1’_'4"
¢ ambalompoas Crantarang - “““"‘_i‘_‘_‘_""_‘_“_ = PR~ “_"L—]f—
Jalan Kolektor Capponga  Bungens. ' - }Dﬂ
Primer Empatl Capponga Palajau e s _,,_.{_’_'F}E
(xe-4) L mpoang - kalukuang - I'.-Inhu | ID.E:E
IKK Kelara $-93
““?..n'IiTF.TmTﬁ.H;T.nm...mng - Punagayya “*3‘_}
Monto monio - amantoya 10.53
Palajau - Pallengu - Petang 4'3{'
pammanjengang - | mbo . _ ?'33__
Ramba - Pangi _ 3‘{]3_
Tanetea - Barayya - BT5 Gowa 10.48
Tombolo - Pappalluang 11.75
Tombolo-Ramba 4.21
Total 192.75
Fungsi Jalan Nama Ruas Panjang (Km)
Agangjene - Karisa 1.56
Allu - Emanﬂkn tombupeo \ 3_41
—— e palongd. - 2.40
Aranayya - Hampunghhbua - - ___3_4_?_
" Bada-bada - GuNUNE 'EI|EE'|EIJ__-___ = 1.79
Balandangan - Maero - Bulusuka 12.30
Balangloe - Bulo- bulo 2.68
Balangloe - Kanang-kanang 6.44
Balangloe -Ka'nea 1.28
Balangloe - La'lupang 3,54
T:Iéﬁﬁﬁ:gt Ma ngepong 9.96
Ballabarrisi - Limbang Jarang 7:19
Jalan Lokal Balombonga - Karampuang 1.07
Primer Bangkengnunu - Barobbo 738
Banrimanurung - Tanaeja 5.89
Barana - Bulujaya 2.09
Barayya - Kalumpang - Borongtala 10.19
Batubassi - Pattiro 326
Batumaccing - Bulloe 5 50
Belokallong - Kalukuang - BTN Romanga 157
Bilurung - Bungung-bungung 1.24
Bisanti - Balebalang - Kassi 372
Bisoli - Santigia - Bisangka 797
Bonto rannu - tanetea 213
Bonto salangka - Se'rukang 656 |
Bontoburungeng - Paitana 3.80 |
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Fungsi Jalan

Macumha_jt_- Borongloe - Mangaungi

i—————— panjang (Km)
Nama Ruas 371
Bontoburungent, - Palajau 702
" Bontolangiza - Baturapa e et €T3
Bontonompo - Pangl —— AAT
Bontorannu - Pa'lameang - Mallasoro ———_ T
Bontoraya - Kalongko - Palapalasa )11
Bontosalangka - Aranayya I e a— v
Bontosunggu - ﬁEﬂ"mf‘“f‘ ' 32
~Bontosunggy - RSUD Lanto (JIn. Karya) =
Boro - Parangtalasa lnlm 233
Boro - SMP Tompobulu - Knpam =i —
Borongloe - Hnmkultura e
Bulloe - mattoanging - lﬂﬂﬂl’-l"ﬂ S e
Riliny -1l T 0 6N
Bulo-bulo - Pandang fﬂi}lﬂﬂl‘ N =
Bulu-bulu - Pallantikang L iy —
Bulujaya - Komp. 726 N _;r_ﬁ
Bulujaya - Rajayya il e o2
Bulusuka - Bulosibatang " 3.42
Bungungbarana - Sapanang i i 0.1 "_
Buttaguntung - Tala jﬂkn 4.63
Cabiri - Salamatara H.H81
Cambaborong - Kambang ) 1.86
Camba-camba - Bontojannang 4.25
Cambalangkasa - Bo'nia b) 178
Canda - Samataring 1.74
Ci'nong - Sulurang - Bangka-bangkala . - :J".:'?._
Ganrangbatu - Pamessorang . 2.99
Gantarang - Bontonompo 2,28
Gantinga - Parasanganberu - Munte 1.78
Gudanga - Kaluku 2.47
Jenetallasa - Kacicci - Ujungﬁmil_ , 6.57
Jin. lingkar - Karisa (JIn. Karya2) N T
Jin. Pahiawan - Jin. Lingkar - Kunjungmange 2.29
Jin. Karya - Karisa 1.23
JIn. Lingkar Selatan 390
Kalimporo - Parangboddong - Bira-Bira i 108
Kalukuang - Balang 1.75
Kalukuang - Sapanang ST
Kalumpang - Bun;njai 298
Kampunglabbua - Tolotoa D.-ﬁi_
Kareloe - Katangngoro 423
Karisa - Bapertarum - Agangjene 215
Karisa - Pannara 3.08
Kassi Kebo - Talasa - Kalimporo i iiji?—
Kassi-kassi - Sambone-bone 127
Kawaka - Mallasoro 384
Kua-kuala - Bungeng - Pajalayya g
-~ Lembangloe - Parappa 1'32
Limbangjarang - Tombolo 2. T
Loka - Kassi - Kurisi - Ramba " 1.{14
___Maccini Baji - Bulurinring :
Mammba], - Bontolaya 1.21_
0.71

4.23
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panjang (Km)

Nama Ruas .44
Fungsi Jalan S i _EE";'-J
Mallasoro - Kawaka - Punagayya 5 6O |
— malolo - Ganrangbatu 3.12 |
T Borongtala 1.41
Mangaungi - pontolebang - Ta'buakang _,134_
Mangepong - Bululoe 351 |
Mangepong - Kampongberu |
Mannuruki - Sarroanging 1.35
Mataere - Sarroanging 5.60 |
Nasara - Kampungberu - Jenetallasa 1.57
pabaeng-baeng - La'lang camba - Talasa 0.86
paceko - Lembangloe 781
Paitana - Munte - mangepong 337
Paitana - Ta'lambua 386
Palapalasa - Ramba 3.72
pamengkang bulo-bulo - Pamessorang T
Panaikang - Gantinga - Barayya 191
Pao - Pandang-pandang e
papengkang Bulo-bulo - Palajau 3o
parang boddong - Batunapara Kalloang 4‘ 06
Parangluara - Taipa tinggia —
Parangtinambung - Boronglamu a7
Parappa - Agangjene - Bapertarum :
Patejagung - Komp. RKBA - Ganjenga 3.33
Pattiro - Jonggoa 2.79
Pinjongga - Bulujaya 5.84
Ramba - Lompodepa - Bts. Bantaeng 3.19
Ramba - paloe - Kassi 4.38
Romanga - Panaikang 2.77
Romanga - Taba 1.82
Ruku-ruku - Tanetea 1.93
Samataring - Kalongko 1.72
Sapayya - Kasipi:ga 2.34
Sarroanging - Maccinibaji 0.95
Se'rukang - Pangalawakang - Ballarompo 6.68
Tamanroya - Alluka - Bontoramba 3.82
Tambungbatua - Parangboddong 1.25
Tanetea - Barandasi - Bontojai 4.95
Tanetea - Mannuruki it 213
Tanggakang - pao - Bungeng 2.21
Tappalalo - Parangboddong 2.19
Taroang - Goyang - Bontonompo 190
Taroang - kalongko 3.90
Taroang - Sepeka 3.60
Tino - Bontolangga = = 5 85
Tino - Kanang-kanang T 551
__Iogu—tngn - Bontoraya 3.72
Togo-togo-Batapolong 3 441
Tolo - Panyayawakkang E 136
Tompobulu - LHR - kapasa 3.05
Tnmpnhelarf - bendungan 168
Tompokelara - Samataring 7 2' 32
Topa Bangkala - Ulutaua A
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i it e i

panjang (Km) |
Fungsl Jalan iacodiose B
Topa - Parasangan Beru Pattio 1,14
" Ujungloe - Bonto-bonto 5684
Tidak Teridenlu fikasi T 841, ?}H
Total 168
Alla-alla - Ujung petang e 2.47
Arpal - Paranga - BUungeng e 2.19 |
Balebalang - w!m_g_g_u_nluru . 165 ‘
patapolong - Palapalasa 1.96
Bilayya - Bisoli — N T
Birangloe - Tala Joko 1.00
Bontoa- Sapanang T 299
Bontorea - paranglambere 1.85
Borongloe - Palapalasa 132
Borongtala - Tobereka - 177
Boyong - Kampoa 2.04
Bulujaya - SMP 4 (Blok 4) 2.25
Bululoe - Palambuta *
Bungung Padang - Bulo-bulo o]
Cambalompoa - Sepeka s
Ci'nong - Boyong . e
Conre - Pattiroang 211
Daima - Marayu - Pokobulo 3.15
Ganrangbatu - Kampungberu - Bontoa 1.61
Garege - Patumbu- Pesangrahan 3.33
Gudanga-Sarappo 1.27
IKK Arungkeke 2.75
IKK Bangkala 1.86
IKK Binamu (Kawasan Bontosunggu) 0.17
Ja{an Linghungn IKK Binamu 1 (Kawasan Belokallong) 0.57
Primer IKK Binamu 2 (Kawasan Bontosunggu) 233
IKK Binamu 3 (Kawasan Kota Lama) 8.12
IKK Binamu 4 (Kawasan Karisa) 2.09
IKK Kelara 2.44
IKK Rumbia 2.65
IKK Tamalatea 2.25
IKK Taroang 1.02
IKK Turatea 0.97
In. Lingkar - Bontang ) 1.29
Kacicci - Buakang Paliang 138
Kalimporo - Tanetea 2.44
Kalumpang - Kampong Toa 1.44
Kampongberu - Lantaka 1.65
Kanawayya - Tamanroya 0.73
Kapita - Kampung labbua 28
Kapita - Pokanga - Bontoloe - T 302
Kassi - Batas Bantaeng = LST
| Kassi - Birtaria - Ci' 'nong i >12
Kavulne Bontoloe ) T B 1- 01
Lantaka - Pamaruﬂgan - Bts, Gowa 1‘ 14
___Lumpakang - Pattiro 1:50
Maccini Baji - - Pakkotanga (Blok 2) 2,61
Macumhajl - Borongloe - Mangaungi ) I u- 0
Mallasoro - Buttale'leng s
o 1.75




LAMPIRAN VII : Perda Nomor Tahun 2022
Jaringan Irigasi di Kabupaten Jeneponto

No | Jaringan Irigasl Primer No | Jaringan Irigasi Primer | No | Jaringan trigasi Primer | No | faringan trigas| Primer
1 | p1ALLU 26 | DIBUNGUNG BATUA| | 51 | DIPALIMBUASSANG | 76 | DI TARUTTU =~
2 | DI AIR MADINGING 27 | DI camPaGaYYA 52 | DI PANRE LOE 77 | DITIMURUNG
1| olaLo 28 | DI CENGKONG 53 | DI PAO SANRO 78 | DITINOI P
4 | DI ARRUNG-ARRUNG 29 | DI GALUNG BORO s4 | DI PAO-PAD 79 | DITIU
5 | DIBALALA 30 | DI KALIBBONG JINA 55 | DI PAPAN EJA 20 | DI TOMPOLO PANGI
6 | DI BALANG KALIMBUNGAN 31 | DI KALIOANGKO 56 | DI PARANG BAKU 81 | DITONRANG
7 | DI BALANG PATTONGKO 32 | DI KARANGASA 57 | DI PATTIRO 82 | piToPA
8 | DI BALEWANG - 33 | DI KASSI-KASS? 58 | DI POKOBULU KANAN 83 | DIULO
9 | DI BANGKAL-BANGKAL 34 | DI LAMBARUA 59 | DI POXOBULU KIRI 84 | DI URA-URAYA
| 10 | DIBAROBBO 35 | DI UANG PURO 60 | DI PUMBONDANG
11 | DI BELANG-BELANG BONTORAPPO | 36 | DILIKU BARAMNA 61 | DIPUNAGA |
12 | DI BELENG BELENG TINO 37 | DI LIKU GADING 62 | DI PUNAGA LOE
13 | DI BELONG 33 | DILIKU JATI 63 | DI PUNAGAYYA
14 | DI BEROANGING 39 | DI UKU LANTANG 64 | DI RALLA
15 | DI BIRING ROMANG 40 | DI UKU PANNYILA 65 | DI RALLA MAGGUNTURU
16 | DI BONTO NOMPO 41 | DI LIKU SARANG 66 | DIRANGGING-RANGGING
17 | DIBONTO SALAMA 42 | DILOMPO DEPA | 67 | DIRAPPOA
18 | DI BONTO SOBBI 43 | DI LOMPO DEPA Il 68 | DISELAYAR
19 | DI BONTOTALA 44 | DI LOMPO PUNAGA 69 | DI TABUAKANG
20 | DI BORONG PANDANG 45 | DI LORO-LORO 70 | DITAMANROYA
Z1 | DI BORONG TALA 46 | DI LUMPAKANG 71 | DITANAMAWANG
22 | DI BUAKANG LOE PATTIRO 47 | DI MANAPALA 72 | DITANRANG
23 | DI BUAKANG PATINROA 48 | DI PALAMMASANG 73 | DITANTALISI
24 | DIBULISSUKA 49 | DI PALANGKE 74 | DI TAPPALALO
25 | DI BUMBUNG LOE 50 | DI PALANRA 75 | DITAPPANJENG

No | Jaringan lrigasi Sekunder
1 | DIAIR MADINGING
2 | DIPAPAN EJA
3 | DITAPPANJENG
4 | DITARUTTU

No | faringan Irigasi Tersier '
1 | DI AIR MADINGING

BUPATI JEN PONTO

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN X11 : Perda Tahun 2022

INDIKAS| PROGRAM RTRW JENEPONTO

ND PROGAAM UTAMA

v

SUMBER DANA

LOKASI |

T B T

Ferts

TGTE

air-coal

TR} rpAA

ot ol

INSTANSI PELAKSANA

A [PEHAUISDAR RENCANA STRUCTUR BUARG

A1 [Petwsiudan Faten PFareetdan

Ppepembas pas Fosat Ko ian W Nayah [PEYV]
Parry e mourmann 030 Lagalaayl Rencana Detall Tata Rusng dan Pernturan Zonash Kawasan PEW

l't':;':-r'-':

Kecamatan Rlpnamu

AFBD Eabupatan
APBN/ APRD Provinlglf

Dinas Paknrjaan Umum dan
Penalaan Ruang

Eergambargin Eanarin Feruniunan Pandidiean Tingg yang dilengiapi dengan sariha dan

Kecamatan Binamu

APDD Kabupaten/

Bappeda/ Linas Pekerjaan Umum
dan Panataan Ausng/ Swasts

| Sdinta ik Investasl Swasla
ki it AVBN/ APUD Provinisl/  [Dines Kesnhstan/ ASUO Lanto Dg.
Pen rghaten den Pargambangen Euslitas bavilitas dan Pelayanan RSUD Lanto D Pasewany Kacamatan Binamy APAD Kabupaten Pasewang
menjsai Ritpe d APON/ APBD Provinlelf | o e angan dan
APBD Kabupalen/
il Ketamalsn Binamu P
\ 8 |Perrbenguan dan Pengembangan Fasitits Evonemi Berskala Repional elam i grindustrian Swasta
APBN/ APBD Provinisl/
: Dlnas Pakeorjasn Urmum dan
Perergiates M aatrukter Peemukiman di Ungungan Prrumahsn dan peomukiman kumuh K APBD Kabupaten/
a sLamalen Binamu e [ P I
HI S Inaaa i BGdRta ' anataan Ruang’ Dinas Perumahan I’
AFBD Kabupoten/ |BLH Kabiupaten/ BLHK Provins! dan
Kecarmalan Blnamu

f LF erEeTEE LY Pusng Tertika M jaa |ATH) Ferrolaan di Possl Kola lehegono

Invertasl Swasts

Swasla

F _1"“1""‘-':“‘11 A Pt B’ iy inen f yer gnan [FFL)

Pefwid®e Uh Peretapen Kengana Detall Tete Rewr g don Pefatoran Lonath Pusat pusat
|, Fe'wvwrsn Fammibn i FPE)

Recamatan Tamalate s, Kecamatan Furstes, Egcamatan
W*Ehah Eschnetan Rumiria

APBD Eabupaten

Cinas Pokborasn Umnmum dan

. Faresgiaten Dus o fen Eupnton Sarars Feliyansn Umom Shels ke camatan sehagal prasyarat
wvih e A Fuiat Py eran Eaacasan | FPK)

Eeiarmaten Tamalates, Eseamatan Turatea, Escamatan
Bangrals Kecamatan Runibia

APHD Provinlslf APOD
Kabwpatens Investos!

Penatsan IluanE

Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum

Kok dan Penataan Ausng/ Swasta
i Fergr et g Fesdl i Lo re i benikals techbmatan penduk ur g Pl Pelimganan Kevwaean Ertamaten Temalate s, Eveamaten Turates, Eocamaten APDD Provinist/ APBD
e Cines Pardegangan dan
} Bangkala, Eecomptan Fumida Ketupsten/ investas) Perindustrisrn/ s
Swokla ] uatria Wwasid
¥ - qp -
\ " \'::;i rantrinsiralo Ferman man diLnghungan Perumahan don permuk man bumuh Feiambian Tamalates, Fecomatsn Turates, Kocomatan APRN/ APBD Provinis/ 1
. et i APBD Kabupaten/ [=inas Pekanaan Umum dan
Panatsan Ruang/ Dinas Perumahan
' iiiﬂ" 470 oo Terbeks M (KTH] Faneaan £odh posat-putat ok Lt Fetamatan [amalaie s, Epcamatan Turates, Locamatan Invagtasl Swasta

3_Progemae g P Fe eyuren Logior ger (PFD

hn!h.ﬂ.li Eacmplan Rumbly

AFBD Knbupaten/

|ULH Kabupeten/ DU Provins dan

Investasl Swasta Swasts
I teergwr eyt e Tagl i P—— s ret Bo o
\ \ T+ £ LTt ke npugen Yo ﬁm:: Tarewang, Arungioke, Kelora, Bangkala APBD Provinial/ APBD & g
Cabupaten bvestayl nat Perdagangan dan
Y = : Parindustrian/ Swasts
\ ) Ilh AR Ll i e Cuartite Sarmra Pelear an Ut Sala Urghurgen Ve Bordotamba, Terowang, frungrake, Kelon, Banghalo 2NAVA__
. Barat dan Batang SRR T YD [Bappedas v |
Kabupaten/ kivastas) Ppe nas Fekerjaan Umumn
: _ - clan Pr
\. © TR Pt DT e edean gl dan sedang foc, Bartorambe, Tarowang, Arungiets, Kalar, Bangiais il meTn Rl S sty
! | Earnt gan Batang AFBD Provinls)/ APBD i i
IR e Kabupaten/ Investasi nas Pekarjsan Umum dan
I E L1 [N ‘-'-'"'_"Fi-lr-'-l"."=|l' - A o < “,‘!
\ F ol B e b e s b @ e gyah Funal puiat l,ﬂ_ Bantoramia, Tarawang, Arungiake, alaru Bingtils Swanta Penalaan Ruang/ Dinas Ferumahan
Rarat can Bateng ' ; APBN/ APBD Provini
aif
APHD Kabupatan/ Dinas Pukerdaan Umum dan
Invarlanl Swasty Fenataan Ruang/ Dinas Pe rumakan
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Kpmenteran Fekeraen Lmum oan

k1 [Pare e bite e g Brasrgad Cabupata :
L] & B T ']
2 Prewote frev g Tameery |Kecamatan Bangha's Bacet, Bangia's, Tamalsted, Binama, APBN Purumahan Rakyit
| & [Provemseprnaimnge planscenn Frme iU Ratsng dan Tarmwarg SE Dinas Bina harga can Blna
roving
i i e e pcamatan Binamy, Turatea, Kelara gan Rumbia Konstruksi Provingl
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